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ABSTRAK

Pelayanan Administrasi K_epehdudukan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang

Syaripah Ainun

ainunsyaripahZ@gmail.com
Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ferhadapf Pelayanan Administrasi Kependudukan. di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang berdasarkan masih

banyaknya penduduk di Kabupaten Sintang yang belum memiliki KTP Elektronik
dan Akta Kelahiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan
menganalisis kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2013, 2014 dan 2015 ditinjau dari kualitas pelayanan. Informan pada
penelitian ini adalah pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Sintang dan masyarakat yang mendapatkan pelayanan, dan
ditentukan secara purposif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan
dokumentasi sedangkan analisis data dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan
hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sudah memenuhi
standar operasional prosedur (SOP) yaitu 14 (empat belas ) hari kerja. Ukuran
kualitas pelayanan menurut pendapat Fandy Tjiptono meliputi bukti langsung,
keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Secara umum pelayanan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sintang belum berkualitas. Hal ini
disebabkan berbagai faktor, antara lain: kurangnya jumlah pegawai, kurangnya
kualitas sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, kedisplinan dan
tanggung jawab aparat perlu ditingkatkan, dan perlunya pengawasan yang melekat
terhadap kedisiplinan aparat dari Pemerintah Kabupaten Sintang.

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Kerja Dinas, Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.
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ABSTRACT

Popuiation Administration Service at the Department of Population
and Civil Registration of Sintang Regency

Syaripah Ainun
ainunsyaripah2@gmail.com
Graduate Studies Program
Indonesian Open University

Research on the Population Administration Service at the Department of
Population and Civil Registration Sintang regency base on the still large number of
residents in Sintang regency who do not have an Electronic ID card and Birth
Certificate. This Research aims to reveal and analyze the work of the Department
of Population and Civil Registration of Smtang regency in 2013, 2014 and 2015 in
terms of the service quality. Informants in this research were employees in the
Department of Population and Civil Registration Sintang regency and the people
who got the service, and determined purposively. Data were collected by interviews
and documentation techniques, while data analysis with a qualitative approach. The
conclusion of the research result shows that the population administration service
in the Department of Population and Civil Registration of Sintang Regency has met
the standard operating procedure (SOP) that is 14 (fourteen) working days. The
measure of service quality according to Fandy Tjiptono's opinion includes direct
evidence, reliability, responsiveness, assurance and empathy. In general the service
of the Department of Population and Civil Registration of Sintang Regency has not
been qualified. This is caused by various factors, among others: the lack of
employees, the lack of quality of human resources, the limited facilities and
infrastructure, discipline and resporisibility of the apparatus should be improved,
and the need for inherent supervision of the d1sc1p11ne apparatus from the
Government of Sintang regency.

Keywords: Service Quality, the work of the Department, Population
Administration and Civil Reglstratlon

iii

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

\T.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43223.pdf

BABIV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kabupaten Sintang
Kabupaten Sintang adalah salah satu kabupaten yang terletak di bagian
timur Provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis terletak diantara 1°05' Lintang
Utara - 0°46" Lintang Selatan dan 110°50' Bujur Timur - 113°20" Bujur Timur,
sehingga dilalui oleh garis Khatulistiwa. Secara administratif batas wilayah
Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbz;tasan dengan Kapuas Hulu dan Malaysia Timur
(Serawak). |
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalifnantan Tengah, Kabupaten
Melawi, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang.
¢. Sebelah Thﬁur berbatasan denga;i Provinsi Kalimantan Tengah, Kabﬁpaten
Sanggau dan Kabupaten Kapuas Hulu.
d. Sebelah Barat berbatasap dengan Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau,
Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas Hulu dan KabUpaten Sekadau.
Kabupaten Sintang memiliki luas wilayah terbeéar- ketiga di Provinsi
Kalimantan Barat setelah Kabupaten Kétapang dan Kabupaten Kapuaé Hulu. yaitu
. E P 21 635 00 sz atau 14 »14% darl luas w11ayah Provinsi Kahmantan Barat (146 760 ‘
| : '(sz ) Luas w11ayah Kabupaten Smtang yaltu 21. 635 km2 dengan w11ayah terluas N
terdapat d1 Kecamatan Ambalau yaltu 6. 386 40 km? atau sebesar 29 52 persen,
: | sedangkan Kecamatan S1ntang merupakan Kecamatan yang terkecil luas

wilayahnya yaitu 277,05 km? atau hanya sebesar 1,28 persen. Dari luas tersebut,

46
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sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km?
atau 62,74 persen.

Sungai besar yang mengalir di Kabupaten Sintang terbagi atas dua, yaitu
Sungai Kapuas dan Sungai Melawi yang merupakan urat nadi kehidupan
perekonomian masyarakat. Gambar 4.1. Peta Propinsi Kalimantan Barat, dimana
Kabupaten Sintang adalah salah satu dari Kabupaten yang ada di Propinsi
Kalimantan Barat. Gambar 4.1. menunjukkan Peta Propinsi_ Kalimantan Barat,
dimana Kabupaten Sintang adalah salah satu dari Kabupaten yang ada di Propinsi

Kalimantan Barat.

Gambear 4.1 Peta Propinsi Kalimantan Barat
Sumber: dikbud kalbar provinsi Tahun 2015
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Tabel 4.1
Luas Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2015
Kecamatan Luasélzvnlll:;yah Persentase
1) (2) 3)
1. Sintang 277,05 9,83
2. Tempunak 1027,00 29,52
3. Sepauk 1825,70 4,33
4. Ketungau Hilir ' 1544,50 8,44
5. Ketungau Tengah 218240 4,75
6. Ketungau Hulu 2138,20 2,43
7. Dedai 694,10 1,28
8. Kayan Hilir 1136,70 3,21
9. Kayan Hulu 937,50 5,25
10. Serawai 2127,50 2,42
11. Ambalau : 6386,40 1,42
12. Kelam Permai N 523,80 7,14
13. Sungai Tebelian 526,50 10,09
14. Binjai Hulu 307,65 9,88
Kabupaten Sintang . 21.635,00 100%
Sumber Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Januari, 2016

Secara administratif Kabupaten Sintang terdiri dari 14 kecamatan, 281 desa
dan 6 kelurahan serta 636 dusﬁn; Luas wilaiyah kecamatan tidak merata, bervariasi
antara 1,28% —29,52% terhadap luas kabupaten. |

Berdasarkan database kependudukan tanggal 31 Desember 2015, penduduk
.Kabupat-en Sintang sebanyak 399.832 jiwa yang ter_diri dari jumlah penduduk laki-
laki"sebaﬁyék :207.-102 ».aAta'u. '52, 93% jiwa dan _]umlah pén.d'udukv' pierempua‘n"_ | ) --

B sebanyak 192.730 jiwa atau 51,08%. Jumlah 'kepadatan’ penduduk Kabupaten
-AS intang fata—réfé hany’é 1§ jiwa per km?, Persebér’aﬁ penduduk Kabupaten Sintang
tidak merata antara kecamatan satu dengan kecamatan yang lain. Kecamatan
Sintang memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 70.883 jiwa, Konsentrasi

penduduk di Kecamatan Sintang terjadi karena kecamatan ini merupakan pusat kota
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kabupaten sekaligus merupakan pusat kegiatan ekonomi. Sementara itu kecamatan

Binjai Hulu memiliki jumlah penduduk terendah yaitu 12.878 jiwa

Tabel 4.2.

Distribusi Penduduk dan Jenis Kelamin Kabupaten Sintang Menurut
Laporan Kecamatan Tahun 2015

No | Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah
1 Sintang 39.162 37.273 76.435
2 | Tempunak 15.989 14.690 30.679
3 | Sepauk 26.956 24.685 51.841
4. | Ketungau Hilr 10.507 9.489 19.996
5. | Ketungau Tengah 14.242 12.971 27.213
6. | Ketungau Hulu 9.869 8.924 18.793
7. |Dedai 13.933 13.042 26.975
8. | Kayan Hilir 12.813 11.824 24.637
9. | Kayan Hulu 12.095 11.850 23.945
10. { Serawai 13.631 12.674 26.305
11.|Ambalau 7.980 7.256 15.236
12. | Kelam permai 8.446 7.859 16.305
13. | Sungai Tebelian 15.324 14.283 29.707
14. | Binjai Hulu 6.155 5.810 11.965
Jumlah 207.102 192.730 399.832

Sumber : Laporan Kependudukan Kecamatan Januari, 2016

Jumlah penduduk tahun 2014 adalah 398.562 jiwa yang tersebar di seluruh

Kabupaten Sintang. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sintang sangat

bervariasi, ada yang menurun jumlah penduduknya dan ada pula yang meningkat,

mengakibatkan pertumbuhan penduduk menjadi minus dan beberapa Kecamatan

_'pertum-buhan péndﬁdulmya '_ sé_mgé_t ‘tinggi. Walaup_u'xi data yang disampaikan =

- - tersebut sudah menggunakan _data .da.rji.-pel'ayaliaﬁ atau mc_laiilui_',sistem SIAK, tetapi -

'b_elum sepeﬁuhnya valid, karena masih dalam tahap penyempuméan 'da.taA melalui

penyusunan DP4 dan penerapan KTP el yang merupakan program strategis nasional

yang diarahkan untuk meningkatkan Validitas dan Akurasi Data Penduduk. Faktor

lain penyebab fluktuatifnya jumlah penduduk karena telah dilaksanakan
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pemuktahiran data disemua Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan pada akhir
tahun 2010 dan awal 2011 yang lalu, melalui proses pemuktahiran data penduduk
ini dapat terdeteksi sebenarnya jumlah penduduk, selama ini banyak pendﬁduk yang
i fercatat ganda atau bahkan belum tercatat, menyebabkan penduduk bertambah dan
dapat pula menyebabkan jumlah penduduk menjadi berkﬁrang.

Angka Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sintang rata-rata 0,53
persen pada tahun 2014, Dapat dilihat dari data angka laju pertumbuhan penduduk
yang terdapat di tabel 4.3. dari data tersebut maka dapat dilihat bahwa Kecamatan
Sintang memiliki pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 4,53 persen, diikuti
Kecamatan Sepauk sebesar 2,28 persen, Kecamatan Ketungau Hilir 2,19 persen,
Kecamatan Sungai Tebelian 1,96 persen, sedangkan laju pertumbuhan penduduk
| terendah terdapat di Kecamatan Kelam Permai yaitu minus 0,36 persen. Data ini

dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3

Angka Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sintang Tahun 2014
JUMLAH " JUMLAH LAJU PERTUBUHAN

, | NO | KECAMATAN | PENDUDUK PENDUDUK PENDUDUK

i 2013 2014 2013/2014

' 1 | Sintang _ 70.295 73.551 , 4,53
; 2 | Tempunak . 28.779 28941 0,56
| 3 | Sepauk 49987 5L138 | . 2,28
4 | Ketungau Hilir 21.123 21.591 1 2,19
! 5 | Ketungau Tangah 28.960 28471 - . -1,70
| _6 | KetungauHulu | 21,065 - . 20.765 : . -1,43
. 7 |Dedai -~ - | 28547 .| 28799 . ‘ 0,88
e 8 |KayanHilir - |- - .26900 26013 . 3735
| 9 | Kayan Hulu . 24573 23417 | . - 4,56
i 10 | Serawai j 22,637 - . 21856 | 3,51
| 11 | Ambalau 14.661 14.262 , -2,76
! 12 | Kelam Permai 17.192 17254 | 0,36
13| Sungai Tebelian 29.733 30321 1,96
‘ 14 | Binjai Hulu 12.019 12.123 0,86
' Kabupaten Sintang 396.471 398.562 0,53

Sumber : Data base SIAK Didukcapil Kab. Sintang, Tahun 2014
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Faktor tingginya pertumbuhan penduduk ini adalah disebabkan oleh
beberapa faktor, dapat pula karena adanya proses pemuktahiran data, faktor
kelahiran dan kematian, juga disebabkan oleh adanya proses mobilitas penduduk
(pindah datang penduduk) yang cukup tinggi seperti di Kecamatan Sintang dan -
Kecamatan lainnya, melonjaknya jumlah penduduk ini karena Kecamatan tersebut
merupakan penerima program transmigrasi, dapat menyebabkan pertambahan
jumlah penduduknya menjadi tinggi, disamping itu juga terjadi pindah datang
penduduk karena alasan mata pencaharian yaitu dengan dibukanya perkebunan-
perkebunan.= |

Hal ini dapat terjadi sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang mobilitas
penduduk berdasarkan UU Nomor 52 “Tahun 2010 tentang - Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyebutkén Kebijakan
Mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pasal 33 dilaksanakan -dengan .
m;anghormati hak penduduk untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat
tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. )

Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk dengan daya dukﬁng dan daya
tampung lingkungan didalam satu wilayah. Kepadatan penduduk (Density Rasio)

3 Kabupaten Smtang tahun 2015 rata-rata mencapal 19 _|1wa/km2 artmya setlap.
. kllometer d1hum oleh 19 _|1wa Kecamatan Smtang merupakan kecamatan terpadat‘
.'yakm 256 (dua ratus lima puluh enam) _|1wa/Km2 diikuti kecamatan Sungal Tebellan
yaitu 63 (enam puluh tiga) Jiwa’km?, Binjai Hulu yakm 42 (empat puluh dua)
jiwa/km?, sedangkan Kecamatan Ambalau tingkat kepadatan terendah yaitu 2 (dua)

jiwa/km?. Kecamatan Ambalau adalah Kecamatan yang paling luas wilayahnya dan
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Juga merupakan Kecamatan yang paling jauh jaraknya dari Ibu Kota Kabupaten

Sintang. Faktor inilah salah satu yang menjadi penyebab tingkat kepadatan yang

paling rendah apabila dibandingkan dengan Kecamatan yang lain.

Dengan memperhatikan kepadatan penduduk yang cukup pesat dan

ditambah dengan penduduk yang datang dari luar Kabupaten, Pemerintah

Kabupaten Sintang perlu membuat kebijakan pengendalian dan persebaran

penduduk dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang kota, daya dukung dan

daya tampung lingkungan sehingga dampak negatif pe;'tumbuhan penduduk

terhadap daya dukung maupun daya tampung lingkungan baik fisik maupun sosial

dapat diminimalisir.

Tabel 4.4
Kepadatan Penduduk Kabupaten Sintang Tahun 2015
JUMLAH LUAS
NO KECAMATAN PENDUDUK | WILAYAH KEPADATAN
1 Sintang 76.435 277 256
2 Tempunak 30.679 1027 29
3 Sepauk 51.641 1826 28
4 | Ketungau Hilir 19.996 1545 - 15
) Ketungau Tengah 27.213 2182 14
6 Ketungau Hulu 18.793 2138 10
7 | Dedai 26.795 694 ° 36
8 Kayan Hilir 24.637 1137 24
9 Kayan Hulu 23.945 938 28
10 | Serawai 26.305 2128 10
11 . | Ambalau 15.236 6386 | 2 -
1. 12 | Kelam Permai ~ - .16.305 524 | 32
13 | Sungai Tebelian 29707 | 5271 .63
.. 14 | Binjai Hulu - | 11965 308 42 .
Kabupaten Sintang .399.832 ) - 21.635 589

Sumber : Data Base SIAK Disdukcapil Kab. Sintang Januari 2016
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B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sintang

| Dinas Kependﬁ'dukan dan Pencatatan Sipil Kabupéten Sintang adalah satuan

kerja perangkat daerah yang merupakan hasil dari pengembangan Kantor

Kependudukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

i Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sintang telah
: menetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.

Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan

Bupati Sintang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Berdasarkan
Peraturah Daerah dan Peraturan Bupati tersebut, Dinas Kependudukan dén
Pencatatan Sipil merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang yang
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati Sintang melalui Sekretéris Daerah sesuai dengan bidang

kewenangannya.

| Menurut Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tersebﬁt, ‘maka
Dinas Kependudukan dan Pem_;atatan Sip_il Kabupa_lten Sintang mempunyai tugas

| | }A)ok'o‘kv melaksanakan sebaglan »‘ ..lj{lje’wen.vangan” ‘otonomi 'fdaerah. d1 _bida_xi_é :

; ‘ o vK»evpfe‘ndudt-Jkan dén Péncat%imﬁ SlpllDlnas Kepéndudukén dan P'encatatg-n S'ipi-l; |

Kabupaten Sintang mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan

Sipil;
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Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil;

Pembinaan dan  sosialisasi  penyelenggaraan = Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten;
Penerbitan dokumen kependudukan;

Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja
tahunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Pembinaan UPTD di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Pengelolaan administrasi urﬁum meliputi penyusunan program,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keﬁangan, kepegawaian, rumah tangga,
perlengkapan, humas dan arsip Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil; )

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang |
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Evaluasi dan lapbran pelaksanaan pelaksanaan tugas dan fungsi; -

‘Pen_yusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di

bidang chentjlud_ﬁkﬁnidén'Pgncat_atan"SAipil; " S | a

Peﬁyusu_'nah penetapan kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Penyusunan analisa jabatan;

Penyusunan pengawasan melekat;
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p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya. |
Berdasarkén Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 bahwa
Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

Képala;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1) Sub Bagian Keuangan dan Program;

2) Sub bagian Aparatur dan Unium;
3) Sub Bagian Perlengkapan;
c. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
1) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
2) Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak;
d. Bidang Kependudukan, terdiri dari : |
1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan Penduduk;
2) Seksi Pencatatan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3) Seksi Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
e. Bidang Pelayanan Infonnasi.Kependudukan terdiri dari :
1) Seksi Sistem dan Téknologi Informasi; |
2) Seksi Pehgolahan Data dan Pelaporan;
f Bidang 'll)okumelhita's‘i,. Sosiaiisasi -dén_ :Evalua_si, terdiri dari:
i) Seksi Dokumentasi dan Perubatian Diita Penduduk;
2) Seksi Sosialisasi Moﬁité_fiﬁg dan Evaluasi; |
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UFI‘D)
h. Kelompok Jabatan Fuﬁgsional.
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Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat
dilihat pada Gambar 4.2. tersebut:

Kepala Dinas
Sekretariat
|
Sub Bagian Sub Bagian Aparatur Sub Bagian
Keunangan dan Program
— [ | m ]
p ompo Bidang Bidang Bidang - Bidang
abatan .
Fungsional Pencatatan Kependudukan Pelayanal-l Dokumentasi
Sipil Informasi ' _ Sosialisasi dan
: Kependudukan Evaluasi
Seksi Seksi Seksi Seksi
Perkawinan dan L Pendaftaran Sistem & Sosialisasi
Perceraian danPendataan |{ | Teknologi | Monitoring &
Penduduk Informasi Bvaluasi
Seksi Seksi Seksi _ Seksi
Kelahi : Pencatatan Pe- Pengolahan Dokumentasi
. ] ristiwaKepen- | | Datadan | ] danPerubahan
Kematian, dudukan dan Pel Data Penduduk
Pengakuan dan Pe-ristiwa - - elaporan
. Pengesahan Penting '
Seksi
| | Pelayanan KK
( dan KTP
UPTD
Gambar 4.2
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
‘Kabupaten Sintang

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, Januari 2016
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Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung Aparatur Sipil Negara pada tahun

2015 sebanyak 47 orang dan tenaga honorer sebanyak 14 orang.

Tabel 4.5
Pegawai dan Tenaga Honorer Tahun 2015

ESELON / NON PENDIDIKAN GOLONGAN

NO
ESELON _
S2|'S1 | D3 |SLTASLTPSD|IViIII| O] 1

1 i | 1 i
2 111 3|2 5
3 v 9 2 12
4 | NONESELON 123 | 15 13 |16
5 |TENAGA HONORER 5 4 5

Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Januari 2016. : '

Tabel 4.6
Pegawai dan Tenaga Honorer Tahun 2014
ESELON / NON’ PENDIDIKAN GOLONGAN
NO - »
ESELON A
S2 | S1 |D3ISLTAISLTPISD| IVITII{ | 1
1 Il 1 : ' 1
2 I 3(2 5
s - v ol fel 2 o 2] |
4] NoNEsELoN | |12| 2|15 | | | |13]|1s
5 FENAGAHONORER | 5| 4| 5

Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Januari 2016.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang adalah

“Tertib Adminisﬁ‘aSi Kependudukan dengan Pelayanan Prima Menuju Penduduk
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Berkualitas Tahun 2015, Visi ini dimaksudkan untuk menciptakan kepedulian dan
peran serta masyarakat dalam melaporkan susunan anggota keluarganya guna
méhdapatkan identitas/dokumen penduduk dari setiap perubahan status atau
peristiwa yang dialami dengan tetap waktu, prosedur, cepat, murah dan memuaskan
dengan menggunakan teknologi informasi secara online dan realtime.
Upaya untuk mencapai visi tersebut ada 5 misi yang harus diemban yaitu :
a. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelenggarakan
pendaftaran dan pencatatan penduduk untuk menghimpun data
kependudukan, penerbitan identitas dan perubahan status dalam rangka
mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
~ b. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipi] sehingga mampu
»menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat
dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.
¢. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai perencanaan dan
perumusan kebijakan pembangunan nasional dan daerah yang
berorientasi kepada kesejahteraan penduduk.
d. Merumuskan 'pengembangan kebijakan »kependu'dukan yang ‘serasi
: selaras, selmbang antara Jumlah penduduk/pertumbuhan kualltas danv
| persebaran dengan daya dukung dan daya tampung ]mgkungan | |
'e.‘_ Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan, kependudukan dan peran
serta masyarakat dalam Administrasi Kependudukan guna perlindungan

sosial dan hak-hak penduduk.
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Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi tersebut serta dalam
rangka mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan SIAK di Kabupaten
Sintang ditetapkan suatu program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Tahun 2009 adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan
kegiatan meliputi :

Pembangunan dan pengoperasian SIAK terpadu.

Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan.
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
Pengembangan database.

Sosialisasi kebijakan kependudukan.

Pengelolaan dokumentasi administrasi kependudukan

o AR T

C. Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pendaftaran penduduk adalah pericatatan biodata penduduk, pencatatan atas
pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi
kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau.
surat keterangan kependudukan. Pendaﬁarah penduduk pada dasa;‘hya Vmenganut
stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan pendaftaran penduduk didasarkan pada
asas domisili atau tempat ﬁnggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang

( dlalam1 oleh seseorang dan/atau keluarganya ‘

Pendaftaran penduduk bertujuan untuk memberlkan keabsahan 1dent1tas dan
-kepastlan hukum atas dokumen penduduk perlmdungan status hak sipil penduduk
dan mendapatkan data yang mutakhir benar dan lengkap. Pendaftaran penduduk di
Kabupaten Sintang dilaksanakan oleh Instansi i’elaksana dalam hal ini Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang yang daerah tugasnya
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meliputi tempat domisili atau tempat tinggal. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan
dalam pendaftaran penduduk meliputi pencatatan dan penerbitan biodata penduduk,
penerbitan KK (Kartu Keluarga), penerbitan KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan
pendaftaran peristiwa kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan
pendaftaran penduduk di Kabupaten Sintang, akan diuraikan sebagai berikut.
Pencatatan Biodata Penduduk adalah keterangan yéng berisi elemen data tentang
jati diri, infdrmasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan peristiwa
penting dan peristiwa kependudukan yang dialami seseorang.

Penduduk warga Kabupaten Sintang wajib .melapor kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang melalui RT, | Kepala
Desa/Lurah dan Camat untuk dicatat biodatanya. Begitu juga dengan Warga Negara
Indonesia yang datang dari luar ﬁegeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki
Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib
melapor kepada Dinas Kepgndudukan,dan Pencatatan Sipil Kabupaten Slntang
untuk dicatat biodatanya.

Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan
pemutakhiraﬁ Biodata penduduk yang tersimpan dalam database kependudukan

pada Dmas Kependudukan dan Pencatatan Slpll Kabupaten Smtang Pencatatan '

- ‘ .. blodata penduduk ini dllalsanakan secara beljenjang dan tmgkat desa/kelurahanA N

sampai pada tmgkat kabupaten
Pencatatan biodata penduduk di desa/kelurahah dilakukan dengan tata cara:

Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk

Warga Negara Indonesia (WNI) . Petugas regisn'asi mencatat dalam Buku Harian
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Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. Petugas registrasi melakukan
verifikasi dan validasi data penduduk. Kepala Desa/Lurah menandatangani
Formulir Isian Biodata dan petugas registrasi menyampaikan Formulir Isian
Biodata Penduduk kepada Camat.

Pencatatan biodata penduduk di kecamatan, dilakukan dengan tata cara:
petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk. Camat
mengesahkan dengan menandatangani Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk
Warga Negara Indonesia (WNI). Petugas registrasi menyampaikan Formulir Isian
Biodata Penduduk Untuk WNI kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sebagai dasar untuk melakukan perekaman data dan penerbitan dokumen biodata
penduduk.

Penerbitan dokumen biodata penduduk Warga Negara Indonesia oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, dilakukan dengan cara:
petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi Formulir Isian Biodata
Penduduk Untuk WNI serta merekam ke dalam databa_se kependudukan untuk
mendapatkan NIK. Kepala Dinas Kependﬁdukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

| Sinténg menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang
bersangkutan mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Sistem

Informas1 AdmlmstraSI Kependudukan (SIAK)
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Berikut ini Jenis dan Persyaratan Pencatatan Biodata Penduduk di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang kami sajikan pada tabel 4.7

dibawah ini.

Tabel 4.7

Jenis dan Persyaratan Pencatatan Biodata Penduduk di Kabupaten Sintang

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

No | Pencatatan Biodata Persyaratan Keterangan
Penduduk
1 Pencatatan biodata | a. Surat Pengantar dari RT dan | Dan disertai dengan|
penduduk WNIL Kepala Desa/Lurah. Surat Pengantar darj
Desa/ Lurah.
b. Dokumen Kependudukan | Dalam pencatatan
yang dimiliki antara lain: biodata penduduk
1. KutipanAkta Kelahiran | sering tidak lengkap
2. ljazah atau Surat Tanda | melampirkan dokumen
Tamat Belajar. kependudukan  yang
3. Kartu Keluarga. telah ada sehingga
4. Kartu Tanda Penduduk. | sering terjadi ketidak
5. Kutipan Akta | sesuaian biodata
Perkawinan/  Kutipan | penduduk dengan
Akta Nikah, atau dokumen yang ada.
6. KutipanAkta Perceraian
Pencatatan biodata - Paspor, atau Dokumen | Sejakdi SIAK belum
2 |bagi W N I yang | pengganti paspor. pernah dilakukan pen
.datang dari luar | catatan WNI  yang
negeri ~ karena pindah datang dari Luar
-pindah ke Negeri.
Kabupaten Sintang
Pencatatan biodata | Paspor; Kartu Izin Tinggal | belumpernah dilakukan
3 | penduduk bagi | Terbatas; dan Buku | pencatatan - Orang
Orang Asing yang | Pengawasan Orang Asing. Asing yg memiliki Izin
memiliki Izin | : : Tinggal Terbatas.
~ | Tinggal Terbatas. - S
- | Pencatatan biodata | Paspor, Kartu Izin Tinggal | Belum ~ pernah
4 | penduduk bagi | Tetap; -dan Buku Pengawasan | dilaksanakan ’
Orang Asing yang | Orang Asing. pencatatan Orang
memiliki Izin Asing yg memiliki Izin
Tinggal Tetap. Tinggal Tetap.
Sintang Januari 2016
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Pencatatan biodata Orang Asing, dilakukan dengan tata cara: Orang Asing
yang memiliki Izin Tinggal Terbatas mengisi dan menandatangani Formulir
Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Tetap mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Orang Asing Tinggal Tetap,
dengan melampirkan Paspor Dokumen pengganti paspor, Surat Izin Tinggal
Terbatas, Kartu Izip Tinggal Tetap, dan Buku Pengawasan Orang Asing. Petugas
registrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan
validasi data penduduk yang ada pada Formulir Pendaftaran Biodata.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, dalam hal
pencatatan biodata penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sintang tidak selalu disertai Surat Pengantar dari RT dan Kepala Desa
serta Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk WNI hanya diketahui dan disahkan
oleh Kepala Desa/Lurah tanpa disahkén oleh Camat, khususnya untuk daerah
tertentu. Hal ini belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Alasan Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk WNI tersebut tidak
disahkan oleh Camat karena letak geografis antara pusat pemerintahan desa dengén '
ibu kota kecamatan jauh dibandingkan dengan letak ibu kota kabupaten sehingga
Bagi penduduk yang ingin mencatatkan biodatanya langsuhg ménuju' ke Dinas

'Ké.pehdudul_'can dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanpa melalui ibu A‘k_ota_' o
kemsmmess

- _i I;e'n'gisilan Foxmulif Isian‘ Biodaté .Pe_n_dil_duk Untuk WNI _"_S’éﬁng tidak- |
Berdasarkan padé dokumen kependﬁdukan dan ti‘dak. melampirkan dokumen
kependudukan yang dimiliki antara lain: Kutipah Akta Kelahirgm, Ijazah atau Surat

Tanda Tamat Belajar, KK, KTP, Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah,
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atau Kutipan Akta Perceraian saat penduduk melakukan pencatatan biodatanya,
sehingga kadang terjadi ketidak sesuaian antara biodata yang terekam dalam
database kependudukan dengan dokumen kependudukan lainnya. Hal tersebut
menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan péntingnya data
penduduk yang akan digunakan oleh pemerintah sebagai bahan pengambilan

i kebijakan dan perencanaan pembangunan.

D. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam pemenuhan hak penduduk, terutama dibidang Pencatatan Sipil
adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh sesecorang dalam register
pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana. Pemenuhan hak penduduk, terutama di

bidang pencatatan sipil masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan

pada perlakukan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama
sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk Kolonial Belanda.

Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak

sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Kondisi tersabut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan
_mengalaml kendala yang mendasar sebab sumber data kependudukan belum
.terkoordmas1 dan tenntegras1 serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belurﬁ
‘terwu_]ud dalam suatu sistem admlmstra51 kependudukan yang utuh dan opt1ma1
Kondisi sosial dan administratif seperti dikemukakan di atas tidak memiliki
sistem database kepéndudakan yang menunjang pelayanan Administrasi

Kependudukan. Kondisi itu harus diahiri dengan pembentukan suatu sistem
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Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakar atas pelayanan
kependudukan yang profesional. Kondisi tersebut diatas- "menjadi dasar
pertimbangan perlunya membentuk Undang-Undang tentang Administrasi
Kependudukan. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan memuat pengaturan dan vpembentukan sistem yang mencerminkan
» adanya reformasi dibidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting
adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK
adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan
verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik
dibidang Administrasi Kependudukan. |
Sebagai kunci akses pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan kearah
identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan
melekat i)ada‘seseor_ang yang terd.aftar sebagai Pendudﬁk Indonesia dan berkait
secara langsﬁng dengan seluruh Dokumen Kependudukan. Untuk fenerbitan NIK,
setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk diawali dengan pengl;sian
formulir blodata penduduk d1 desa/kelurahan secara benar NIK Wa_]lb d1cantumkan
. :dalam setlap Dokumen Kependudukan, balk dalam pelayanan pendaﬁaranr .
R p_enduduk maupun pencatatan 51p115 serta_ se_bagal dasar penerblta_n _berbagal. '-
7 "dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat

diselenggarakan sebagai bagian dari penyelengaréan administrasi negara. Dari sisi
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kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan penenuhan hak-
hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenan
dengan Dokumen Kependudﬁkan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.
Pelaksanaan administrasi kependudukan sesuai Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diarahkan
dengan maksud yaitu:

1. Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan
tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;

2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajiban untuk berperan serta
dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;

3. Memenuhi data statistik secara nasional, regional dan lokal mengenai
peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;

4, Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara
nasional, regional serta tingkat lokal;

5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan adalah untuk :

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen
- penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
yang dialami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil;
3. Menyediakan data dan informasi mengenai pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutahir
~ dan mudah diakses sehmgga menjadl acuan bagl perumus kebuakan dan
pembangunan pada umumnya; ' -
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara naswnal -
5. Menyediakan data penduduk yang menjadl rujukan dasar bagi sektor
terkait dalam penyelenggaraan setiap  kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan. - '

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1

berbunyi yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian
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kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data
kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan

* Informasi Administarsi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Membangun sebuah pelayanan yang berkualitas memang bukanlah hal yang
mudah, karena sudah pasti akan ditemui beberapa tantangan dan kendala yang harus
disikapi positif demi pengembangan pelayanan sefanjutnya. Tantangan dan kendala
ini wajar terjadi  mengingat banyaknya komponeh-komponen penunjang
pengelolaan pelayanan publik. |

Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakan di atas tidak

memiliki sistem database kependudukan yang menunjang pelayanaﬁ administrasi
kependudukan. Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem
administrasi kependudukan yang sejalan dengan kemajﬁan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan
yang profesional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang’ Administrasi
Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
melaksanakan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu pada
tabe1~ 4.8 dibawah ini, begitu juga dengan jenis pe_layangn yang akan peneliti analisi_s

.' . ada pada ~t-a‘b¢1 4f9.- '
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Tabel 4.8

Jenis Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sintang

_No

Jenis Pelayanan yang diberikan

Pt »
.

j-

L.

i
i ’ n.

|
!
i
!
| ‘ 1. Dokumen Kependudukan meliputi :
|
|
|
|
I

e o

5 oge h O

k.

a. Biodata Penduduk;

b. KK (Kartu Keluarga);

c. KTP (Kartu Tanda Penduduk);

d. Surat Keterangan Kependudukan;
e. Akta Pencatatan Sipil.

i 2. | Surat keterangan kependudukan, meliputi :
a. Surat keterangan pindah;
b.

Surat keterangan pindah datang;

Surat keterangan pindah ke luar negeri;

. Surat datang dari luar negeri;

Surat keterangan tempat tinggal;

Surat keterangan kelahiran;

. Surat keterangan lahir mati;

. Surat keterangan pembatalan perkawinan;

Surat pembatalan perceraian;
Surat keterangan kematian;

Surat keterangan pengangkatan anak;

Surat keterangan pelepaéan Kewarganegaraah Indonesia;

m. Surat keterangan pengganti Tanda Identitas; dan -

Surat keterangan pencatatan s1p11
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Tabel 4.9
Jenis Pelayanan yang dianalisis Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
N Kabupaten Sintang.

0 No Jenis Pelayanan yang dianalisis
i i 1. Dokumen Kependudukan meliputi :
. a. KTP (Kartu Tanda Penduduk);
f | b. Akta Kelahiran.
i
|
|

Sumber Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang
Januari 2016. '

Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri public accountability, dimana
setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan yang
mereka terima. Adalah sangat sulit untuk menilai kualitas suatu pelayanan tanpa»

mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima pelayanan dan aparatur

pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang berasal dari pengguna pelayanan,

|

!
‘ ‘ merupakan elemen pertama dalam analisis kualitas pelayanan publik, sedangkan _
| ! elemén kedua dalam analisis adalah kemudahan suatu pelayanan dikenali baik
o - sebelum dalam proses atau setelah pelayanan itu diberikan.
: i Dalam hal ini menufut' (Tjiptono, 2000) dalam bukunya “Prinsip-prinsip
‘ : Total Quality Service” ada lirﬁa dimensi dan indikato-indikator atau ukuran yang

' dépat digunakan untuk mengevaluasi mutu jasa pelayanan yaitu :

. 1. Bukti Ia_ng's“ng‘(Tangm."bIes) o
" Bukti langsung dalam (Tjiptono, 1995) adalah “ bukti fisik dari jasa, bisa

berupa fisik, peralatan yang dipergunakan, representasi fisik dari jasa (misalnya,

kartu kredit plastik). Sedangkan menurut (Kotler, 1997) mengungkapkan bahwa
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bukti langsung adalah “fasilitas dan peralatan fisik serta penampilan karyawan yang
professional”.

Membangun suatu pelayanan yang berkualitas memang bukanlah hal yang
I mudah, karena akan ditemui beberapa tantangan dan kendala yang harus disikapi
positif demi pengembangan pelayanan selanjutnya. Tantangan dan kondisi ini wajar
terjadi mengingat banyaknya komponen-komponen penunjang pengelolaan
pelayanan publik.

Definisi bukti langsung (7angaibles) dalam (Lupiyoadi, 2001) yaitu

merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksestensinya

kepada pihak eksternal. Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik

perusahaan yang dapat diandalkan keadaan lingkungan sekitarnya merupakan bukti
nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa. Hal ini meliputi fasilitas
fisik contoh : gedung, gudang dan lain-laiﬁ,perlengkapan dan peralatan yang
digunakan (teknologi), serta penampilan pegawainya.

| _ Bukti nyata dari kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh penyedia jasa
’ ' ‘ kepada konsumen dalam hal ini masyarakat sebagai pengﬁma pelayanan publik.
Pentingnya dimensi Tangaibles ini akan menumbuhkan image penyedia jasa dalam
memberikan pelayanan harus mengutamakan kualitas jasa. Kualitas pelayanan akan
' langsung terasa bagus apablla buktl langsung ini: dlperhatlkan, karena hal ini

: _. - berhubungan dengan penllaJan pertama darl masyarakat. Masyarakat yang datang'. =
N ..vke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpll Kabupaten Smtang, akan langsung

dihadapkan dengan penilaian fasilitas yang ada dan kebersihan kantor, sehingga

kenyamanan masyarakat akan langsung terasa.
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Menurut warga dari desa Nanga Serawai Kecamatan Serawai, salah
seorang dari masyarakat yang kami wawancarai, mengatakan ruangan pelayanan
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, penataan
dan kebex_'sihan kantor sudah cukup baik, hanya saja perlu penambahan lagi
beberapa buah meja, sehingga masyarakat tidak mengantri terlalu lama untuk
mengisi dan menandatangani formulir-formulir pendafitaran penduduk dan
pencatatan sipil. Dengan demikian kami tidak terlalau lama berurusan disini,
karena sebagian besar masyaraakat yang mengajukan permohonan ini adalah
berasal dari Kecamatan-kecamatan yang jauh. "

Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan pada dimensi tangibles (bukti
langsung) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang,
diperlukan adanya penambahan atau pengadaan beberapa buah meja, serta
kebersihan harus tetap dijaga, karena masyarakat yang datang sebagian besar
berasal dari kecamatan yang jauh, dimana akses jalan masih banyak yang belum
beraspal. Oleh karena itu petugas kebersihan harus senantiasa memperhatikan
kebersihan kantor dan menyediakan tempat sampah lebih banyak lagi dengan
demikian akan membantu kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam
pengurusan admini_strasi kependudukan.

...Aduh ramai ni ngantrinya, mana loket pembayaran berdekatan dengan
loket legalisir lagi, jadinya semakin ramai, cobalah loket pembayaran dan loket
legalisir jangan berdekatan. Biar kita enak dan tidak berdesak-desakan kayak gini.
Kata salah seorang Bidan dari rumah bersalin swasta yang kami temui pada waktu
pembayaran di loket. '

o Gambaran tersebut-dl atas jelas’ kaltannya dengan indikator kenyafnanan s
o '_tempat melakukan pelayanan, yang dnlakukan oleh Dmas Kependudukan dan“

Pencatatan Slpll Kabupaten Smtang, yaltu untuk kedepannya bagalmana mengatur |

tempat loket pembayaran dan loket legalisir agar tidak berdampingan, dengan

demikian terciptalah kenyamanan baik itu bagi petugasnya maupun bagi pemohon

(pengguna pelayanan).
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| Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang yang
' kami temui terhadap keluhan masyarakat pengguna layanan, menurut Beliau ini
- adalah masukan, dan menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan. Sipil Kabupaten Sintang, kedepannya akan mengatur penempatan loket
pelayanan dan loket legalisir agar tidak berdekatan, dengan demikian masyarakat
yang berurusan merasa nyaman, begitu juga dengan petugas loket legalisir dan
! - bendahara penerimaan, akan merasa tenang karena masyarakat akan tahu dimana

mereka harus berurusan. Menurut Kepala Dinas, kenyamanan dan kemudahan

masyarakat selaku pengguna layanan sangat diutamakan.

Hasil wawancara kami terhadap beberapa informann mengenai bukti
langsung yang mereka temui pada saat Pelayanan Administrasi Kependudukan
kami sajikan pada Tabel 4.10 di bawah ini.

| Tabel. 4.10

Pernyataan dari Informan tentang Bukti Langsung Penampilan dan kemampuan
sarana dan prasarana fisik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sintang
I
| i .
‘ i NO g::;t:nl;)?; is:l;ﬁ Jawaban dari Hasil Penelitian
i kemampuan sarana dan .
: prasarana fisik Tidak Belum Memuaskan
' - memuaskan | memuaskan
; ‘ Bagaimanakah penampilan Memuaskan |
i 1 | petugas dalam melayani
i g | pelanggan _ o . : _
§ | Bagaimanakah Kenyamanan | ‘Belum .}
i 2 |tempat dalam ~melakukan '| memuaskan
] - | pelayanan - e R
i Bagaimanakah Kedisiplinan Belum
? 3 | petugas dalam melakukan memuaskan
pelayanan . _
Bagaimanakah Kemudahan | Memuaskan
4 |akses pelanggan dalam ‘
pelayanan

Sumber Hasil Penelitian Lapangan, 2016.
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: Berdasarkan data pada Tabel 4.10 di atas, dapat dikatakan bahwa secara
i umum Bukti Langsung Penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik
; pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, belumlah
i semuanya memuaskan. Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi, terutama
penampilan petugas/aparat, Kenyaman tempat melakukan pelayanan maupun
kedisiplinan petugas dalam melakukan pelayanan. Dalam kaitanya dengan bukti
fisik adalah penampilan fisik pelayanan, pegawai dan komunikasi, yang akan
memberikan warna dalam pelayanan, seberapa baik penampilan dan kemampuan

sarana dan prasarana fisik harus dapat diandalkan.

2. Daya tanggap (R&spbnsiveness).
| Me_nurut (Lupiyoadi, 2001) daya'tanggap (Responsiveness) yaitu “ suatu
kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif)-dan
tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan
konsumen menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas menyebabkan persepsi
yang negatif dalam kualitas pelayanan”.
Sedangkan menurut (Tjiptono, 1995) daya tanggap adalah “keinginan para
staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tangga‘”;
_Dengan demil_(iai)' Daya tanggap (respo(tsii{eﬁéss) merupakan kemampuan S,ec'ar_a o
_ 'la.ngéun_g p'é:;gla_\-vai;unfuk _mefnberikah',pgla‘);a;nan deng}a’n cépat' dantanggap Dayé h |
A tanggap dapat meﬁumbuhkaﬁip;ersepsi‘ yaﬁg bosiﬁf terhadap kualités p_éiaya_naﬁ
yang diberikan. ’fermasuk_ di 'daiamnya jika terjadi keterlambatan dalam penerbitan
dokumen yang diperlukan, pihak penyedia jasa berusaha memperbaiki atau

meminimalkan kesalahan tersebut dengan segera.
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Dimensi ini menekankan pada perhatian dan kecepatan pegawai yang
terlibat untuk menanggapi permintaan, pertanyaan dan keluhan konsumen
(masyarakat). Jadi komponen atau unsur dari dimensi ini terdiri dari kesigapan
karyawan (pegawai) dalam melayani masyarakat, kecakapan pegawai dalam
melayani masyarakat dan penanganan keluhan masyarakat.

Hasil wawancara kami dengan informan yaitu Kepala Desa dari Desa
Nanga Ambalau Kecamatan Ambalaun yang sangat kecewa dengan lamanya
proses penerbitan KTP Elektronik, “Saya sudah rekaman dua minggu yang lalu,
Jjanjinya dua minggu setelah rekaman KTP Elektronik dapat diambil mana
buktinya......tetapi kenyataannya sampai sekarang belum tercetak, alasannya
blangko KTP Elektronik persediaannya sudah habis (belum dikirim dari Pusat).
Pada hal saya datang jauh-jauh dari Desa Nanga Ambalau sana.
Lumayan....Biaya datang kesini cukup mahal”.

Gambaran diatas terlihat jelas bahwa masih banyéik masyarakat yang
mengeluh tentang keterlambatan yang berkaitan dengan waktu tunggu dalam
proses penerbitan KTP Elektronik yang disebabkan karena blangko kosong (stok
habis) sedangkan mayoritas masyarakat yang datang jauh-jauh, membuang waktu

dan biaya dengan sia-sia akan sangat kecewa apabiia segala urusan tidak bisa

' terselesaikan secara tepat waktu. Hal ini disadari oleh Kepala Bidang

Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sintang.

' * Kami menyadarl kekurangan kami, seharusnya kami harus cepat dan

_ fahggap untuk mengant1s1fa51 ketersediaan blangko KTP Elektromk Yang perlu N -
.. diketahui pengadaan Blangko KTP El itu bukan kewenangan. kita, melainkan =~ .

kewenangan Kementrian Dalam Negen Untuk kedepannya kami berusaha akan
berusaha melayani masyarakat semampu kami, dengan menyedlakan Blangko '.
KTP Elektronik sesuai kebutuhan agar stoknya tidak akan kosong lagi. Untuk
itu, kami mohon pengertian dari masyarakat.

_Aspek daya tanggap yang harus diberikan oleh suatu kantor pelayanan

terhadap msyarakat yaitu dengan memberikan respon yang baik, cepat dan tanggap
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dalam menanggapi setiap keluhan masyarakat serta memberikan pelayanan yang
maksimal khususnya dalam setiap pelayanan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Bila hal ini terpenuhi maka masyarakat akan
merasa puas sebagai pengguna jasa.

Lain halnya dengan seorang Informan dari Kelurahan Kapuas Kanan
Hulu Kecamatan Sintang, yang kami .temui dia sangat bersyukur
Alhamdulillah Akta Kelahiran anak saya, yang salah penulisan Tanggal lahir
ingin minta dibetulkan sesuai Ijazah SD, SMP dan SMA sudah selesai dan dapat
diambil. Padahal .....saya wanti-wanti jangan-jangan agak lama prosesnya pada
hal anak saya mau daftar di Polwan seminggu lagi. Tapi ternyata Petugasnya
tepat waktu dalam menyelesaikan permohonan saya”. Saya sangat senang......

Dalam menanggapi beberapa masalah keluhan dari masyarakat, kami temui
Kepala Bidang Pencatatan Sipil. Menurut Kepala Bidang Pencatatan Sipil yang
kami wawancérai bahwa “Semua Petugas disini akan berupaya bekerja semaksimal
mungkin dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan pekerjaan, yang penting -
dokumen atau persyaratan—pérsyaratan semuanya sudah terpenuhi sesuai prosedur,
dan pada intinya data yang ada pada kartu keluarga sudah benar (valid) sesuai
dengan dokumen yang dimiliki éebelumnya seperti Ijazah, Buku Nikah dan

dokumen lainnya dengan demikian agar semua keluhan dapat diatasi. Hanya

‘masalahnya kadang-kadang masyarakat dalam mengisi Formulir tidak teliti dengan

data yang sudah dimiliki sebelumnya' hal ini kadang-kadang terjadi karena

-masyarakat yang membuat dokumen Akta Kelahlran tldak datang langsung' -

melamkan melewati petugas desa atau bldan penolong kelahlran
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No | Kesalahan/kekeliruan dalam Hasil Penclitian
memberikan pelayanan Sering Kadang- Tidak
kadang pernah
1. | Kesalahan cetak Kadang-
kadang
2. | Kesalahan dalam menentukan Tidak
biaya administrasi pernah
3. | Meminta uang di luar biaya Tidak
yang ditentukan . pernah
Kesalahan - dalam Kadang-
4. | menyampaikan informasi kadang
pelayanan
5. | Kehabisan stok blangko Kadang-
kadang

Sumber Hasil Penelitian Lapangan, 2016,

Berdasarkan data pada Tabel 4.11 yang tersaji di atas, dapat dijelaskan

bahwa, secara umum Daya tanggap atau kesalahan/kekeliruan Petugas/Aparatur

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, terhadap

pelayanan yang | diterima oleh masyarakat masih pernah terjadi, meskipuh

frekwensinya jarang seperti kekurangan blangko-blangko baik itu KTP El maupun

Blangko Kartu KK dan blangko permohonan; Untuk menienuhi kebutuhan

masyarakat seyogyanyalah Dlnas Kependudukan dan Pencatatan Slpll Kabupaten:

.' : -Smtang harus mengantlslfa51 sedm1 mungkm sehmgga hal tersubut tldak teljadl

3. Keandalan (Reliability).

Keandalan dalam (Lupiyoadi, 2001) adalah “kemampuan perusahaan untuk

memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. ‘Kineljra
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harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan
yang sama, untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan
dengan akurasi yang tinggi. Sedangkan menurut (Tjiptono, 1995) secara singkat
mendefinisikan kehandalan adalah “kemampuan memberikan pelayanan yang
dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan.

Dari wawancara kami dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Sintang belia menjelaskan bahwa Standar Oprzisional Prosedur
pelayanan selama maksimak 14 (empat belas) hari kefja. Itupun jika tidak ada -
hambatan dengan jaringan maupun peralatan elektronik yang lain. Akan tetapi
menurut beliau, kami akan berusaha mengupayakan secepat inungkin apabila tidak
ada kendala, biasanya sepuluh hari sudah bisa diambil yang penting berkas yang
diajukan sudah diisi dengan benar dan lengkap. Bahkan menurut beliau jika ada
keperluan meﬂdesak seperti untuk sekolah, melamar pekerjaan, untuk berobat,
untuk haji atau Umroh secepatnya kami usahakan, bisa 2 atau 3 hari sudah bisa
diambil. |

Keandalan (Reliability) merupakan kemambuan’ petugas/aparatur unfuk
melaksanakan pelayanan sesuai dengan apa yang tela;h dijanjikan secara tepat
waktu. Pentingnya dimensi ini adalah kepuasan masyarakat akan menurun bila
pelayanan yang dlberlkan tldak sesuai dengan yang dl_]an_ukan Jadi komponen atau

S unsur dimensi keandalan (Relzabzhty) ini merupakan kemampuan Pemerlntah- ‘

.dalam mgmberlk_an pc_el_ayanan secara tepat dan pembebcnan.blaya seca}‘a tepat pula.

Informan dari Desa Manis Raya Kecamatan Sepauk, yang kami temui
menyatakan “ Pelayanan yang saya terima sudah sesuai dengan standar
Oprasional Prosedur yaitu sebelum 14 (empar belas) hari kerja pengurusan Akta
Kelahiran milik anak saya sudah bisa diambil, hanya saja waktu pendaftaran
dulu saya agak lama mengantri, hal ini disebabkan kurangnya tenaga Pegawai
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yang melayani di loket baik pada waktu pendaftaran maupun pada waktu
pengambilan”.

Hambatan atau kekurangan yang ditemukan pada Dinas Kependucihkan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dari hasil wawancara kaﬁi dengan warga Desa
Manis Raya tersebut, yaitu lama menunggu (antrian) diloket pada waktu
pendaﬁaran dan pengambilan administrasi kependudukan, hal ini disebabkan
kurangnya tenaga pegawai yang bertugas di loket pelayan;cln. Permasalahan ini
sudah barang tentu menyebabkan terhambatnya proses pelayan;cm kepada
masyarakat, karena satu orang pegawai menangani atau mengurus lebih dari satu
pekerjaan.  Dari ‘segi kualitasnya  perlu  peningkatan SDM  melalui
pendidikan/pelatihan baik formal maupun non formal. Kedisiplinan pegaWai baik
jam masuk, maupun jam pulang sangat menentukan kualitas pelayanan. Berikut
hasil penelitian kami mengenai jam masuk pegawai Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 4.12 A
Jadwal masuk kerja Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sintang
: ’ Hasil Peneliti
No Jadwal masuk kerja dan ?Sl eneihian
' jadwal pulang kerja Sering Kadang- Tidak

kadang Pernah

1. | Masuk antara jam 7.30 — jam | Sering

1 8.30. . R ' I

- [2. [ Masuk antara jam- 8,30 —jam | - - - | Kadang-
9.00 I | kadang
3. | Pulang antara jam 14.30 — jam | Kadang-
15.00 : kadang

4. . | Pulang antara jam 15 — jam 16. Sering

Sumber Hasil Penelitian Lapangan, 2016.
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Berdasarkan data pada Tabel 4.12 di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat
kedisiplinan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sintang, cukup memuaskan. Hal ini terungkap pada tabel diatas, yaitu pegawai

sudah mematuhi jam kerja baik jam masuk maupun jam pulang.

4. Jaminan (Assurance)

Menurut (Tjiptono, 1995) secara singkat mendefinisikan jaminan adalah
“mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang
diliki para staff , bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan”. Sedangkan (Koftler,
1997) berpendapat bahwa jaminan adalah “‘pengetahuan dan kesopanan dari
karyawan, dan kemampuan untuk mendapatkan kepercayaan dan keyakinan”.

Jaminan (4ssurance) merupakan péngetahuan dan perilaku employee untuk
membangun kepercayaan dan keyaki-nan pada masyarakat dalam menerima
pelayanan yang ditawarkan. Dimensi ini sangat penting karena melibatkan persepsi

publik terhadap resiko ketidakpastian yang tinggi terhadap kemampuan penyedia

- pelayanan. Komponen dari dimensi ini terdiri dari kompentensi petugas/aparatur

yang meliputi ketrampilan, pengetahuan yang dimiliki petugas/aparatur untuk
memberikan pelayanan.

Menurut informan dari desa Kebong Kecamatan Kelam Permai kami
'merasa puas dengan adanya transparan " dari ' Dinas Kependudukan ‘dan
- "Pencatatan Sipil Kabupaten Smtang atas biaya yang harus kam1 bayar karena

" keterlambatan ‘pengajuan berkas Administrasi Kependudukan yaitu pembuatan

Akta Kelahiran Anak. Sebenarnya jika kami tidak terlambat tidak dipungut biaya
(gratis). Tapi tidak apalah karena sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sintang itupun tidak terlalu besar dan uangnya pun untuk pembangunan
Kabupaten Sintang.
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Pembicaraan saya dengan informan diatas, bahwa masyarakat tidak
keberatan atas denda administrasi yang dipungut, karena masyarakar sudah
menge'tahui dengan peraturan tersebut berkat sosialisasi selama ini baik itu berupa,
spanduk-spanduk, maupun brosur-brosur. Yang penting kualitas pelayanan baik
dan tepat waktu, serta bebas dari kesalahan (masyarakat mendapat jaminan).

Sebagai institusi yang bertugas melayani publik dalam hal ini masyarakat,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, secara periodik
memberikan pertanggung jawaban kepada Bupati Sintang. Ini penting sekali karena
laporan keuangan tersebut akan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dalam
bentuk pembangunan melalui. Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Bendghara
Penerimaan yang saya temui bahwa “Setiap hari pemasukan dari hasil pelayanan
) | publik disetor ke Kas Daerah Kabupaten Sintang (Bank Pembangunan Daerah)
Cabahg Sintang, dan laporannya setiap bulan sekali dilaporkaﬂ ke Bupati, Dinas
Pendapatan Daerah dan Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Sintang.

B . Dimensi jaminan adalah dimensi dari kualitas pelayanan yang berkaitan
dengaﬂ pengetahu;cm dan keramahan petugas pemberi layanan serta kemampﬁan
mereka untuk menginspirasi kepercayaan dan kenyamaﬁan-bagi petugas layanan.
| j ‘ _ Aspek ini adalah salah satu dan aspek yang palmg dlharapkan oleh masyarakat
AR - Petugas yang ramah tentunya akan menjadl salah satu faktor pendukung bag1

pengguna layanan untuk memberlkan pemlalan yang ba1k atas pelayanan yang

diberikan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




g§223.pdf

Berikut ini hasil wawancara dengan beberapa informan terhadap dimensi

jaminan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sintang pada tabel 4.13.

Tabel. 4.13

Jaminan Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan Administrasi
Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang

Pel
No Jenis Pelayanan yang Waktu Pelayanan
diberikan . 3—-Shari {1 - 2| Lebihdari
minggu 2 minggu
1 Pembuatan Surat Keterangan v
(SUKET) KTP sementara '
v
2 [ Pembuatan KTP Elektronik
. v
3 | Pembuatan Akta Kelahiran

Sumber Hasil Penelitian Lapangan, 2016,

Berdasarkan data pada Tabel 4.13 di atas, dapat dikatakan bahwa secara

umum Jaminan (4ssurance) waktu yang dijanjikan oleh Petugas/Aparatur pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Sintang, dalam

menyelesaikan pembuatan KTP dan Akta Kelahiran sudah sesuai dengan Standar

Oprasional Prosedur, hal ini terbukti dari hasil Penelitian kami di lapangan dan

sebagian besar informan cukup puas dengan jaminan yang dijanjikan, karena hasil

pélayanan yang_diterima sesuai dengan janj'inya. '

5, Empati (Emphaty)

Empati menurut (Lupiyoadi, 2001) adalah “memberikan perhatian yang

tulus dan bersifat individual atau pribadi yang dib}arikan kepada para pelanggan

dengan berupaya memahami keinginan konsumen. ‘Diinana suatu perusahaan
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diharapkan memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami
kebutuhan pelanggan secara spesifik, serta memiliki waktu pengoperasian yang
nyaman bagi pelanggan.

Empati (Emphaty) merupakan kemampuan yang dilakukan langsung oleh
petugas/aparatur untuk memberikan perhatian yang tulus kepada penerima
pelayanan secara individu, termasuk juga kepakaan akan kebutuhan masyarakat
sebagai pemohon. Dengan demikian komponen dari dimensi Empati ini merupakan
gabungan dari akses (access) yaitu kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang
ditawarkan oleh Pemerintah selaku penyedia pelayanan publik.

Menurut (Tjiptono, 1995) empati didefinisikan secara singkat adalah
“kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi,
dan memahami kebutuhan para pelanggan. Komunikasi merupakan kemampuan
melakukan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat atau memperoleh
masukan dari masyarakat dan pemahaman merupakan usaha untuk mengetahui dan
memahami keinginan masyarakat.

Sangat disayangkan dari yang peneliti dengar dan melihat_seéara langsung,
yaitu salah seorang petugas 'pela'yanan' melayani pemohon/pelanggan dengan
diskriminatif (membeda-bedakan). Ada pemohon yang baru memasukkan berkas
pengajuan perbaikan Kartu Keluarga, kok besoknya bisa selesai dan sudah bisa
diambil, janji petugas pelayanan yang saya dengar. Hal ini saya tanyakan mengapa
vhal ini b1sa secepat itu bisa diambil, menurut petugas tersebut, dia (pemohon)

~ adalah. seorang pejabat karena 1tu dlprlorltaskan - :

| I-Ial ini menun_]ukkan bahwa dalam men_]alankan pelayanan pubhk kepada‘ o
masyarakat, petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sintang, masih ada yang memperlakukan pemohon dengan istimewa
dengan alasan seérén g pejabat, seyogyanya hal ini tidak terjadi karena bertentangan

dengan dimensi jamihan dimana salah satu indikatornya adalah petugaé ’seharusnya'
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melayani dengan tidak diskriminatif (membeda-bedakan). Oleh karena itu hal ini
sangat disayangkan. Berikut ini hasil wawancara dengan beberapa informan
terhadap dimensi jaminan pelayanan di Dinas Kependﬁdukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sintang pada tabel 4.14.

Tabel 4.14
Pernyataan dari Informan mengenai sikap Petugas pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dalam memberikan

pelayanan
No Sikap petugas dalam Hasil Penelitian
memberikan pelayanan Ya Kadang- Tidak
kadang
Apakah petugas mendahulukan v
1 [ kepentingan pemohon
Apakah petugas melayani v
2 | dengan sikap ramah
Apakah petugas melayani P
3 | dengan sikap sopan santun
Apakah petugas melayani v
4 | dengan tidak diskriminatif
Apakah petugas melayani dan v
5 | menghargai setiap pemohon

Sumber Hasil Penelitian Lapangan, 2016.
Berdasarkan data sebagaimana tersebut diatas, beberapa informan yang
saya wawancarai bahwa sebagian besar Petugas/Aparatur pada  Dinas
. .I'(ep_en.(i-lldukanv'da'nz Pencatatan Sipil ,Kabup_aten Sintang, dalam ’ ljrieml.)er‘ikan ,
pelayanan sudahcukup ramah, _dengan s'iképbsdpa.n santun dan menghargaxsetlap |
bpen'lohon. Akan tetapi hanya‘ ada sebagién i(ecil'yaﬁg r.n-era>saA periu ditingkatkah
lagi, terutaman petugas harus senantiasa mendahulukan kepentingan
pemohon/pelanggan dan petugas harus melayani dengan tidak diskriminatif,

dengan demikian pengguna jasa pelayanan akan merasa puas. Masyarakat sangat
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mengharapkan petugas sering (jemput bola) turun kelapangan memberikan
pelayanan.

Dasar untuk menilai suatu kualitas pelayanan selalu berubah dan berbeda.
Apa yang dianggap sebagai suatu pelayanan yang berkualitas saat ini tidak mustahil
dianggap sebagai sesuatu yang tidak berkualitas pada saat yang lain. Oleh
karenanya, kesepakatan terhadap kualitas sangat sulit untuk dicapai. Kualitas sering
kali diartikan sebagai segala sesuatu yang memuaskan pelanggan atau sesuai
dengan persyaratan atau kebutuhan.

Umumnya yang sering muncul dimata publik adalah pelayanan yang
diberikan para petugas pelayanan. Petugas pelayanan merupakan ujung tombak
terdapan yang berhadapan langsung dengan publik. Itu sebabnya, sebagai petugas
terdepan harus memiliki profesionalisme. Dengan demikian untuk dapat menilai
sejauh mana mutu pélayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah, meraang
tidak bisa dihindari, bahkan menjadi tolak ukur kualitas pelayanan tersebut dapat
ditelaah dari kretaria dimensi-dimensi kualitas pelayanan publik. Untuk lebih jelas
tentang peiayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan

pencatatan Sipil Kabupaten Sintang pada penjelasan berikut ini.

a. Penerbltan Kartu Keluarga (KK)

Kartu Keluarga yang dlsmgkat KK adalah kartu 1dent1tats keluarga yang' _ -

_memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta 1dent1tas o

anggota keluarga. Jika data penduduk belum terekam dalam database, maka

dilakukan melalui pelayanan Pencatatan Biodata Penduduk dalam apiikasi SIAK
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(Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ) untuk diterbitkan NIK (Nomor
Induk Kependudukan).

Penduduk Warga Negara Indonesia berdomisili di Kabupaten Sintang dan
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kabupaten Sintang wajib
melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat. Pelaporan sebagaimana dimaksud
sebagai dasar untuk penerbitan KK. Proses penerbitan atau perubahan KK
dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai pada
tingkat kabupaten.

Proses penerbitan KK (Kartu Keluarga) di tingkat desa/kelurahan dilakukan
dengan tata cara : Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan
KK, petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting, petugas registrasi meiakukan verifikasi dan validasi data
penduduk, Kepala Desa/Lurah menandatangani Formulir Permohonan KK, dan
petugas registrasi meneruskan berkas formulir permohpnan KK (Kartu Keluarga)
kepada Camat sebagai dasar proses penerbitan atau perubahan KK (Kartu
Keluarga) di Kecamatan.

Proses ~penerbitah atau perubahan KK di desa/kelurahan ada bebeaapa
'Desa/Kelurahan yang sudah dllaksanakan akan tetapi ada Juga Desa/Kelurahan '

-' .yang menyatakan proses penerbltan atau perubahan KK d1 desa/kelurahan kadang- | '. o
- kadang sa_|a dllaksanakan sesuai persyaratan hal ini dlkarenakan tldak adanya o
petugas registrasi di tlngkat desa/kelurahan. Hal ini sudah menunjukkan semakin
'bertambahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya proses penerbitan dan

perubahan KK (Kartu Keluarga).
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Proses penerBitan atau perubahan KK (Kartu Keluarga) di kecamatan
dilakukan dengan tata cara: petugas melakukan verifikasi dan validasi data
kependudukan, Camat menandatangani formulir permohonan KK (Kartu
Keluarga), petugas menyampaikan formulir permohonan Kartu Keluarga yang
dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga.

Penerbitan KK (Kartu Ke]ﬁarga) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Sintang, dilakukan dengan cara: petugas registrasi melakukan
verifikasi dan validasi Formulir Permohonan KK (Kartu Keluarga) dan operator
komputer SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) menerbitkan KK
(Kartu Keluarga), yang selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Sintang menandatangani KK (Kartu Keluarga) yang dikeluarkan
dengan SiAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

Jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Sintang yang sudah terekam dalam
database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sintang sampai dengan tanggal 31 besember 2015 sebanyak 117.175.
Kepala Keluarga. Kecamatan Sintang merupakan Kecaxﬂatan yang terbanyak yaitu
22.27-1 kepala keluarga dan Kecamatan Binjai Hulu merupakan Kecamatan yang
palmg sedlklt yaitu 3. 799 kepala keluarga |

Mengena1 Jems penerbltan dan persyaratan 4perm0h0nan KK ( Kartu_

Keluarga) di Kabupaten Smtang dapat dlllhat pada tabel 4, 15 berikut ini.
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Tabel 4.15
Jenis dan Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Sintang
No Jenis Kartu Persyaratan Keterangan
Keluarga o

1 | Penerbitan a. Izin Tinggal Tetap bagi [|. Bagi penduduk yg tidak
Kartu Keluarga Orang Asing. terekam dalam
baru. b. Fotokopi atau | database  melakukan

menunjukkan  Kutipan | pencatatan biodatal
Akta Nikah/ Kutipan | penduduk terlebih
Akta Perkawinan. dahulu.

c. Surat Keterangan 2. Bagi penduduk yg
Pindah bagi penduduk | membentuk keluarga
yang pindah dalam | baru melampirkan
wilayah NKRI, atau| Buku = Nikah/Akta)
Surat Keterangan Datang | Perkawinan. .
dari Luar Negeri yang B. Bagi penduduk yg
diterbitkan oleh Instansi | pindah datang
Pelaksana karena | melampirkan-  Surat
pindah. Keterangan Pindah dari

daerah asal.

2 | Perubahan KK | KK lama, dan Kutipan Akta | PerubahanKK karena
karena Kelahiran. penambahan  anggota
penambahan keluarga - dengan.
anggota membawa KK lama
keluarga dalam tanpa dilampri Surat
KK bagi Keterangan lahir
penduduk yang Kutipan Akta Lahir -
mengalami o
kelahiran.

3 | Perubahan KK { KK lama; KK  yang| Perubahan KK karena

’ karena | ditumpangi; Surat keterangan| anggota keluarga
penambahan | Pindah = Datang  bagi| menumpang KK -
anggota .-~ | Penduduk yang pindah dalam| dilakukan dengan

.| keluarga yang | wilayah NKRI dan/atau Surat{ membawa KK lama dan’
- -| menumpang ke | keterangan Datang dari Luar] Surat Keterangan
. |dalamKK. | Negeri bagi Warga Negara| Pindah dari daerah asal.
' Indonesia yang datang ke

Kabupaten Sintang dari Luar

Negeri karena pindah.

No | Jenis  Kartu | Persyaratan | Keterangan
Keluarga

|4 | Perubahan KK | KK lama atau KK yang| Belum pernah
| karena ditumpangi, Paspor, Izin| diterbitkan KK bagi
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penambahan Tinggal Tetap; dan Suratf Orang  Asing yg
anggota Keterangan Catatan| memiliki Izin Tinggal
keluarga bagi | Kepolisian bagi Orang Asing| Tetap ke dalam KK
Orang Asing | Tinggal Tetap WNL

yang memiliki

Izin Tinggal

Tetap  untuk

menumpang ke

dalam KK

Warga Negara

Indonesia atau

Orang Asing.

5 | Perubahan KK | KK lama, Surat Keteranganfl. Perubahan KK yg
karena Kematian, atau Suratl pengurangan karena
pengurangan Keterangan Pindah/Suratt kematian  dilakukan
anggota Keterangan Pindah Datang| dengan membawa KK
keluarga dalam | bagi penduduk yang pindah| lama dan  surat
KK karena [ dalam  wilayah =~ Negara| keterangan kematian.
perpindahan Kesatuan Republik| Perubahah KK karena
-dan kematian | Indonesia. salah satu anggota atau
bagi penduduk ' : seluruh anggota
Kabupaten keluarga ~  pindah
Sintang. dilakukan dengan

membawa Surat
Keterangan pindah.

6 | Penerbitan KK
karena hilang
atau rusak bagi
penduduk
Kabupaten
Sintang.

| salah satu anggota keluarga; | yang rusak dengan

Surat Keterangan kehilangan | Penerbitan KK karena
dari Lurah; KK yang rusak; | hilang disertai dengan
Fotokopi atau menunjukkan | Surat Keterangan
dokumen kependudukan dari | kehilangan. Sedang -

Dokumen ke1m1grasxan bagi | membawa KK lama.
Orang Asing.

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang

Januari 2016.

Data pada -tabel di atas yang merupakan hasil Observasi yang dilakukan

: penulls dapat dljelaskan bahwa sejak d11mp1entas1kan SIAK d1 Kabupaten Sintang

’penerbltan KK baru- bagl Orang Asmg yang mem111k1 Izm nggal Tetap belum '

| pernah d1terb1tkan,‘ sedang penerbitan KK baru bagl penduduk Kabupaten Sintang

yang belum terekam dalam database kependudukan harus mencatatkan biodata

penduduk terlebih dahulu melalui pelayanan pendaftaran penduduk. Penerbitan

KK baru bagi penduduk yang membentuk keluarga baru sering tidak melampirkan >'
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Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan, dan bagi penduduk yang pindah datang

- selalu melampirkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal,

Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi
penduduk yang mengalami kelahimn hanya deﬁgan membawa KK dan biodata
penduduk yang baru lama tanpa dilampiri Surat Keterangan Kelahiran/ Kutipan
Akta Kelahiran. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk
menumpang ke dalam KK dilakéanakan dengan dengan membawa KK lama dan
Surat Keterangan Pindah dari daerah asal anggota keluarga menumpang KK.

Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga karena kematian
bagi penduduk Kabupaten Sintang dilakukan dengan membawa KK lama dan surat

keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah atau dari rumah sakit, dan perubahan

KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK karena perpindahan antar

kabupaten dalam propinsi atau perpindahan antar propinsi dengan membawa KK
lama dan Surat Keterangan Pindah.

Diperkirakz_m masih terdapat keluarga di Kabupaten Sintang yang belum
memiliki Kartu Keluarga, hal ini disebabkan keluarga tersebut belum mencatatkan
biodata dan mendaﬂafkan anggota keluarganya melalui mekanisme pendaftaran

penduduk sehingga belum mempunyai NIK dan belum terdaftar pada server

*_database SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. -

o ~Beb¢répa p‘eh&_ebab.'masih'belum'terdaﬂamya~ datziz»pé'ndudukpadé sl'el_'v_ertdatabaSe_ .

diantaranya yaitu pelaYarian administrasi kependudukan ‘méngénﬁt stelsel -aktif,
dimana penduduk yang aktif mendafiarkan dirinya dan kurangnya kesadaran

masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan serta masih adanya
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penduduk yang bermukim di daerah pedalaman, perbatasan, terilosir dan jauhnya

akses untuk menjangkau tempat pelayanan.

Besaran denda terhadap keterlambatan perubahan susunan keluarga dalam

Kartu Keluarga (KK) berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015

adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16

Biaya perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga
(KK) Berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015

No

Keterangan

Jumlah Biaya

1.

Bagi WNI :

perubahan.

a. Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib
melaporkan  kepada  Instansi
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadinya perubahan.

b. Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib
melaporkan kepada Instansi Pelaksana setelah
libih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya

Pelaksana

Gratis

Rp. 25.000,-

P ’ .
l b. KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik)

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang,
Januari 2016

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, .s'elanjutny_a disingkat KTP-el, adalah

Kartu tanda penduduk yang dilehgkapi qhip yang merupakan ide,nt_if;as resmi

penduduk sebagai bukti diri yang dite'rbitkén oleh-'Ins‘tans'i Pelaksana, Noin‘or' Induk
:Kependudukan dlsmgkat NIK adalah nomor 1dent1tas penduduk yang bersxpatj

unik atau khas, tunggal, berlaku seumur h1dup dan selamanya melekat pada

seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indones1a serta merupakan kunci akses

dalam melakukan verifikasi dan validasi jati diri seseorang. NIK (Nomor Induk
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Kependudukan) juga sangat diperlukan untuk instrumen multifungsi dalam

. pelayanan publik

! Sejak berlakunya Kartu Tanda Penduduk Elektronik, deﬂgan demikian KTP '
(Kartu Tanda Penduduk ) SIAK tidak berlaku lagi. Ada pun Proses
verifikasi/pencocokan biodata penduduk oleh betugas operatur dengan -
membacakan tampilan pada layar monitor, berdasarkan NIK (Nomor Induk
Kependudukan) yang tertera di formulir permohonan yang sebelumnya sudah diisi
oleh pemohon.

Penduduk Warga Negara Indonesia berdomisili di Kabupaten Sintang dan
Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap di Kabupaten Sintang yang telah
berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah kawin atau pernah kawin wajib
mgmiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk). Proses penerbitan atau perubahan KTP

tersebut dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa’kelurahan sampai

) '
N ' pada tingkat kabupaten dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
L

’ Sipil Kabupaten Sintang.
Pelaksanaan permohonan KTP (Kartu Tanda Penduduk), di kecamatan
sebagaian besar sudah sesuai dengan persyaratan, akan tetapi ada juga di beberapa

kecamatan proses penerbitan KTP (Kartu Tanda Penduduk), kadang-kadang saja

o)
E ‘ sesuai- persyaratan karena tidak selalu Formulir Permohonan KTP tidak diketahui
\ .

' 'dan dlsahkan oleh Camat Proses penerbltan KTP (Kartu Tanda Penduduk) d1 -

B ., desa/kelurahan kadang-kadang saja dllaksanakan sesuai persyaratan Hal ini Juga

; i [ disebabkan tidak adanya petugas registrasi di tingkat desa/kelurahan, disamping itu

juga belum tersedianya sarana pencatatan seperti Buku Harian Peristiwa

Kependudukan dan Peristiwa Penting, sehingga tidak dicata; pada Buku Harian
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| Peristiwa Kependudukan yang dilakukan hanya mengesahkan Formulir

Permohonan KTP oleh Kepala Desa/Lurah yang selanjutnya untuk diteruskan di

|
¥

H : tingkat kecamatan.
|

Penerbitan KTP Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, dilakukan dengan tata cara :

i : _ 1.

ek

a. Untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu, .

| a.

Penduduk wajib KTP menyerahkan surat panggﬂan dan
memperlihatkan KTP lama kepada petugas pelayanan di tempat meja
pelayanan.

Petugas registrasi atau operatur melakukan verifikasi data penduduk dan
memastikan kebenaran data yang terdapat dalam data base kepada
penduduk.

Langkah selanjutnya yaitu pengambilan foto.

Perekaman tanda tangan digital. |

Perekaman 4 sidik jari tangan kanan dan 4 sidik jari tangan kiri.
Perekaman sidik jari jempol kanan dan Kiri.

Perekaman iris mata.

Verifikasi sidik jari telunjuk tangan kanan.

Verifikasi sidik jari telunjuk tangan Kkiri.

Venﬁka51 tanda tan gan.

i] 208.237 jiwa. Adapun manfaat KTP Elektronik (e-K'TP) adalah:

sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi penduduk.
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;_' S - B Se_lak berlakunya KTP Elektromk sampa1 dengan Januarl 2015 Jumlah .

penduduk di Kabupaten Smtang yang sudah memlhkl KTP Elektromk sebanayak |




52230

b. Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, sehingga

Data Pemilih dalam Pemilu dan Pemilukada yang selama ini sering bermasalah
tidak akan terjadi lagi, dan semua Warga Negara Indonesia yang berhak memilih

terjamin hak pemilihannya.

. Dapat mendukung peningkatan keamanan negara sebagai dampak positif dari

tertutupnya peluang KTP (Kartu Tanda Penduduk) ganda dan KTP (Kartu Tanda
Penduduk) palsu, dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris, TKI
(Tenaga Kerja Indonesia) ilegal dan perdagangan orang umumnya menggunakan

KTP ganda dan KTP palsu.

. Bahwa KTP Elektronik (KTP El) merupakan KTP (Kartu Tanda Penduduk)

secara Nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan
Ul-ldang-U;ldang Nomor 24 Tahun 2013 dan Perpres Nomor 26 Tahun 2009
sebagaimana telah di ubah dengan Perpres Nomor 112 Tahun 2013 dan Perpres
Nomor 35 Tahun 2010, sehingga berlaku secara Nasional. Dengan 'demikian _
mempermudaﬂ pendu(!uk untuk mendapatkan pelayanah dari Lembaga
Pemerintah-&an Swasta, karena tidak lagi menggunakan KTP (Kartu Tanda
Penduduk) setempat atau KTP SIAK.

‘Berdasarkan _]enls dan persyaratan penerbltan Kartu Tanda Penduduk di

Kabupaten Smtang dapat kam1 sajlkan pada Tabel 4 17 di bawah 1n1
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Tabel 4.17

Jenis dan Persyaratan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Sintang

No Jenis Kartu Tanda Persyaratan Keterangan
Penduduk : .
5 1 Penerbitan KTP | a. Telah berusia 17 |1.Penerbitan KTP
; baru. (tujuh belas) tahun | bagi penduduk
‘ |' atau sudah kawin | yg baru berumur
K atau pernah kawin. 17 Tahun
i | b. Fotokopi : KK dilakukan
. c. Surat Keterangan { membawa foto
. datang dari Luar | copyKK.
i 1 Negeri yang |2. Penerbitan KTP
f diterbitkan oleh | baru bagi
' Instansi Pelaksana | penduduk pindah
E karena pindah. datang
| d. Berdomisili di | membawa Surat
Kabupaten Sintang. Keterangan
" : Pindah Datang
’ : dari daerah asal.
| 2. Penerbitan KTP bagi | a. Telah berusia 17 | Belum pernah
I Orang Asing yang (tujuh belas) tahun | diterbitkan KTP
! memiliki Izin atau sudah kawin | bagi Orang Asing
! Tinggal Tetap. atau pernah kawin. | yg memiliki Izin
. Fotokopi : KK, | Tinggal Tetap.
8 Kutipan Akta
i Nikah/Akta Kawin
Paspor dan Izin
Tinggal Tetap.
b. Surat Keterangan
Catatan Kepolisian.
il 13 Penerbitan ~ KTP |a. Surat  keterangan | Penerbitan - KTP
: karena hilang atau kehilangan  .dari'| hilang - disertai-
| rusak. | kepolisian atau KTP | surat . keterangan| .
! ' * yang rusak. hilang, fotocopi
a b. Fotokopi KK. KK, untuk KTP
| c. Paspor dan Izin | rusak fotocopi KK
' Tinggal Tetap bagi | dan KTP rusak.
Orang Asing.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




#5223 pf

No Jenis Kartu Tanda Persyaratan Keterangan
Penduduk
| 4 Penerbitan KTP ja. Surat Keterangan | Penerbitan KTP
i karena pindah Pindah/ Datang. baru bagi
| datang. . Surat Keterangan | penduduk pindah
| Datang dari Luar | datang dengan
! Negeri bagi | membawa  Surat
' penduduk Keterangan
, Kabupaten Sintang | Pindah  Datang
| yang datang dari luar | dari daerah asal.
o negeri karena
pindah.
. Sudah berdomisili 6
bulan di Kabupaten
Sintang.
, . Menyerahkan Surat
E Keterangan Tinggal
| Sementara.
: 5 Penerbitan KTP | a. Fotokopi KK. Penerbitan
karena perpanjangan. | b. KTP lama dan perpanjangan KTP
. Fotokopi  Paspor, | dilampirkan KTP
Izin Tinggal Tetap, | lama dan fotocopy
| dan Surat Catatan | KK.
i Kepolisian bagi
| Orang Asing yang
|y memiliki =~  Izin
: Tinggal Tetap. ‘
i 6 Penerbitan KTP | a. Fotokopi KK. Penerbitan
| karena adanya | b. KTP lama dan perbaikan  KTP
perubahan data. . Surat  keterangan/ | dilampirkan KTP
: - bukti perubahan | lama dan fotocopy
‘ ; _ peristiwa "~ - - | KK dan-surat ket.
| kependudukan - dan .pérubahan biodata.'
peristiwa penting.

* Sumber: Dmasa Kependudukan dan PencatatanSgpll Kabupaten Smtang
Januaez 201 6 -

Memperhatikan data pa‘dé tabel di atas, penerbitan KTP bagi penduduk yang

baru berumur 17 Tahun dilakukan dengan membawa Surat Pengantar darl Desa/

Kelurahan dan fotokopl KK. Penerbltan KTP baru bagi penduduk pindah datang
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dengan membawa Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal. Berdasarkan
data di atas diketahui pﬁla belum pernah diterbitkan KTP bagi Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap. Penerbitan KTP hilang disertai dengan surat
keterangan hilang, fotokopi KK, untuk KTP rusak fotokopi KK dan KTP rusak,
sedangkan penerbitan KTP baru bagi penduduk pindah datang dengan membawa
Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal. Penerbitan perpanjangan KTP
dilampirkan KTP lama dan fotokopi KK. Penerbitan perbaikan KTP dilampirkan
KTP lama dan fotokopi KK dan surat keterangan perubahan biodata.

Besaran denda terhadap keterlambatan pelaporan Kartu Tanda Penduduk

(KTP) berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 adalah sebagai

berikut:
_ Tabel 4.18
Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berdasarkan Perda Kabupaten
Sintang Nomor 3 Tahun 2015 ’
No _ Keterangan Jumlah Biaya
1. Bagi WNI : '

a. Penduduk WNIyang baru berumur 17 (tujuh. Gratis
belas) tahun sampai dengan lewat 30 (tiga
puluh) hari dan usia 17 (tujuh belas) tahun -
atau baru kawin baru memiliki KTP-el.

b. Penduduk WNI yang baruberumur 17 (tujuh | Rp. 25.000-

* belas) tahun atau telah kawin lewat darl 30 '
. (tlga puluh) han baru mem1hk1 KTP-el

: Sumber _Dtnas Kependudukan Dan Pencatatan Szpzl Kabupaten Smtang,
Januan 2016 _

¢. Pendaftaran Peristiwa Kependudukan
Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang

harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau pérubahan KK,
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KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang,
perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Persyaratan
pendaftaran perpindahan pehduduk dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi
perpindahan penduduk.

Klasifikasi perpindahan penduduk, sebagai berikut: dalam satu
desa/kelurahan, antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan, antar kecamatan
dalam satu kabupaten, antar kabupaten dalam satu propinsi, atau antar propinsi.

Pelaporan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk dengan
klasifikasi antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan, antar kccamatan dalam
satu kabupaten, antar kabupaten dalam satu propinsi, atau antar propinsi, dilakukan
dengan persyaratan berupa Surat Pengantar RT, KK, dan KTP untuk mendapatkan
Surat Keterangan Pindah. Surat Keterangan Pindah berlaku selama 30 (tiga puluh)
hari kerja. Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah kepada penduduk, KTP
yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi Pelaksana yang

- menerbitkan Surat Keterangan Pindah. Surat Keterangan Pindah berlaku sebagai
- pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

Pendaftaran perpindahan penduduk Kabupaten Sintang di tingkat
desa/kelurahan dilakui(an dengan tata cara :

.a. Penduduk meng131 dan menandatanganl Formullr Permohonan

Pmdah Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pmdah Datang o

b, Petugas reglstras1 mencatat dalam Buku Hanan Perlstlwa |

Kependudukan dan Peristiwa Penting.

c. Petugas Registrasi melakukan verfikasi dan validasi data penduduk.
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Kepala Desa/ Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana
menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar proses
penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru, dan perekaman dalam

database kependudukan.

Penduduk Kabupaten Sintang yang bermaksud pindah dengan klasifikasi

antar kecamatan dalam satu kabupaten, melapor kepada RT, Kepala Desa/Lurah

dilakukan dengan tata cara :

a

Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan
Pindah.

Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Petugas registrasi melakukan verfikasi dan validasi data penduduk.
Kepala Desa/Lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan
pada Surat Pengantar dari RT.

Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku
Mutasi Penduduk.

Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonaﬁ Pindah ‘

kepada Camat.

' Petugas melakukan venﬁkasn dan valldas1 data penduduk

Camat atas ‘nama Kepala Instan31 Pelaksana menerbitkan - dan' |
menandatangani Surat Keterangan Pindah, dan Surat Keterangan
Pindah diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah

tujuan. Surat Keterangan Pindah digunakan sebagai dasar proses
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perubahan Kartu Keluarga bagi kepala/anggota keluarga dalam KK

yang tidak pindah dan perekaman dalam database kependudukan.

Penduduk Kabupaten Sintang yang bermaksud pindah dengan klasifikasi

antar kabupaten dalam propinsi atau antar propinsi, dilakukan dengan tata cara:

a.

Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan
Pindah.

Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Pentiné.

Petugas Registrasi melakukan verfikasi dan validasi data penduduk.
Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah antar
kabupaten/kota atau antar provinsi.

Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku
Mutasi Penduduk.

Petugas registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan Pindah
dan Surat Pengantar kepada Camat.Petugas registrési melakukan
verfikasi dan validasi data penduduk.

Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar kabupaten/kota
atau antar provinsi.

Petugas registrasi mény‘ampai_kan Formulir Pgimohdnan Pindah dan

' Surat Pengantar Pindah kepada Kepala Instansi Pelaksana sebagai

' dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah.

Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani Surat

Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk

‘dilaporkan ke daerah tujuan.
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Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud digunakan sebagai
dasar: proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK

yang tidak pindah dan perekaman dalam database kependudukan. -

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pencatatan dan

pelaporan perpindahan penduduk antar kabupaten dalam satu propinsi atau antar

propinsi selalu dilaksanakan secara rutin. Hal ini karena sudah merupakan

ketentuan bahwa perpindahan penduduk harus mencantumkan NIK yang

dikeluarkan dengan SIAK.

Besaran denda terhadap keterlambatan pelaporan peristiwa kependudukan

berdasarkan Perda Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19

Biaya Pembuatan peristiwa kependudukan Berdasarkan Perda Kabupaten Sintang

Nomor 3 Tahun 2015

No

Keterangan

Jumlah Biaya

Bagi WNI :
a. Penduduk WNI yang pindah kewilayah

‘Sintang wajib melaporkan sebelum 30 (tlga
puluh) hari

. Penduduk WNI yang pindah kewilayah

Sintang melaporkan setelah 30 (tiga puluh)
hari.

. WNI yang datang dari luar negeri ke wilayah

kabupaten  Sintang, wajib melaporkan
kedatangannya kepada Instansi Pelaksana
lewat darl 14 (empat belas) han sejak tanggal

'kedatangannya. L

Gratis
Rp. 50.000,-

Rp. 50.000,-

Sumber. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Szpzl Kabupaten Szntang,
Januari 2016 A .-
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d. Pencatatan Akta Kelahiran

! Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 sudah jelas menyatakan

bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak seharusnya
dibimbing, diarahkan, dijaga, dirawat dan dididik secara baik. Oleh karena Akta

Kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya.

Begitu besarnya manfaat Akta Kelahiran, hampir setiap urusan, membutuhkan Akta
Kelahiran. Akta Kelahiran ini bisa dikatakan sebagai kebutuhan administrasi dasar
yang harus dipenuhi oleh setiap orang.

Pengertian Pencatatan Kelahiran Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa
. dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban memenuhi
hak setiap anak atas kelangsungan hidup, t'umbuh dan berkembang, berpartisipasi,
perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Negara, pemerintah,
masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggupg jawab terhadap

, penyelengga,réan perlindungan anak, karena anak dari sisi perkembangan fisik dan

! psikis manusia merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih

, .membutuhkan pérlindungan.

i N o B Defm1s1 Akta Kelahlran “menurut . Undang-Undang No 1 Tahun

’ | 1974 adalah Akta Catatan Slpll hasﬂ pencatatan terhadap perlstlwa kelahlran" E

i -_  _ k -.seseorang Sampa1 saat ini mas1h banyak anak Indones1a yang 1dent1tasnya

| tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran, secara de jure keberadaannya dianggap
tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat

namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaanya.
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Banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi (rekayasa) identitas
anak, semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi
eksploit-a's'i terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak,
tenaga kerja dan kekerasan. Faktor at.;«.xu penyebab kegagalan pencatatan anak salah
satunya adalah kealpaan pemerintah untuk melakukan pencatatan kelahiran anak
terutama anak-anak dari keluarga miskin. Selain itu disebabkan juga oleh kelalaian
orang tua si anak dalam melakukan pencatatan.

Salah satu hal penting yang melekat pada diri manusia adalah Akta
Kelahiran. Akta Kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut
identitas diri dan status kewarganegaraan. Disamping itu Akta Kelahiran
merupakaﬁ hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak
(KHA) dan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Akta Keiahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan peﬁgakuan negara

atas status keperdataan seseorang. Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir

kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah

yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif

Konvensi -Hak Anak, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap

anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak.
' Pasal 2 é_iyat (1) Konyehsi_Hak_ Anak berbunyi:

’ Neg.ara-negva'ra' .pése.rté _K‘o_n.-’v‘ens-'i' Hak ‘Anak akan menghénnati | -dan'.
menjamin ﬁak- hak yang dinyatakan dalam konvensi yang sekarang daﬁ s;etié';; anak
dalam jurisdiksi mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanba dipandang ‘
ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-

pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan,
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kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengaruhnya yang

sah.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, berbunyi:

Penyelenggafaan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan
Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak

meliputi:

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Indonesia termasuk salail satu dari 20 negara yang cakupan pencatatan
kelahirannya paling rendah, dan keadaan di daerah pedesaan lebih buruk daripada
di perkotaan. Kesenjangan ini termasuk yang Vterting.gi di dunia. Banyak faktor yang
memengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran, mulai dari kufanghya
kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, biaya yaﬁg tinggi
untuk pencatafan, prosedur yang sulit, serta kurangnya akses terhadap pelayanan
pencatatan yang b1asanya berada d1 tlngkat kabupaten/kota |

: Ma51h banyak orangtua yang belum memaham1 tentang pentmgnya akta ‘ . |
kelahlran Maklum karend akta kelahlran baru ada Undang-undangnya pada tahun |
2002 melalui undang-undang perlindungan anak sehmgga belum tersosialisasi.
Dalam Undang-Undang Tahun 2002 menyatakan bahw'é pemberian akta kelahiran

harus diberikan tanpa biaya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor: 23 tahun
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2006 tentang administrasi kependudukan yang mengatur lebih lanjut tentang
pemberian akta kelahiran.

Memang menurut Undang-Undang setiap bayi yang lahir, 60 hari setelah itu
harus dicatat dan diberikan akta kelahiran. Masalahnya negara kita ini geografisnya

sangat luas, dan masih banyak masyarakat adat terpencil. Departemen Dalam

Negeri dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberikan alternatif, bahwa
seorang anak yang lahir dari perkawinan siri tanpa dokumen maka dianggap sebagai
anak dari orangtua tunggal (ibu).

Anak yang diangkat oleh orangtua asuh juga diharapkan dapat mempunyai
akta. Tetapi memang kita tidak boleh menghilangkan hubungan darah antara
orangtua dan anaknya, sehingga masih tetap dicantumkan orangtua biologisnya.
Fungsi akta kelahiran dapat memberikan legalitas tentang anak tsb. Baik formal
' maupun material ini sangat penting untuk mencegah ferjadinya pemalsuan identitas,
kekerasan terhadap anak, perkawinan dibawah umur, pekerja anak. Fungsi lainnya
, untuk kepastian hmur untuk sekolah, paspor, KTP, dan hak politik pada Pemilu.

Fungsi akta kelahiran untuk negara yaitu mengetah;ii data anak secara

akurat di seluruh Indonesia untuk kepentingan perencanaan dan guha menyusun
data statistik negara yang dapat ménggambarkan demografi, kecenderungan dan

» karaktenstlk penduduk serta arah perubahan 3051al yang tex:)adl sebagannana |

B . A dlamanahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Mengapa setlap orang harus- _' ,

- -mem111k1 Akta kelahlran akta Kelahiran mempunyal banyak manfaat antara lam

1. Sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata,

dan status kewarganegaraan seseorang.

2. Sebagai dokumen/bukti sah mengenai identitas seseorang.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




43223 pdf
10

3. Sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen lain, misalnya
ijjazah.

4. Masuk sekolah TK sampai perguruan tinggi. _
5. Melamar pekerjaan, termasuk menjadi anggota TNI dan POLRLI.
6. Pembuatan KTP, KK dan NIK.

|’ 7. Pembuatan SIM.
8
9

. Pembuatan pasport.
. Penguruéan tunjangan keluarga.
10. Pengurusan warisan.
11. Pengurusan beasiswa.
12. Pengurusan penéiun bagi pegawai.
13. Melaksanakan pencatatan perkawinan.
14. Melaksanakan ibadah haji.
15. Pengurusan kematian,
16. Pengurusan perceraian.

17. Pengurusan pengakuan anak.

B * 18. Pengurusan pengangkatan anak/adopsi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan Pasal 27, bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk

kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota) di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam

| ‘ puluh) hari séjak kelahiran.

Setlap peristiwa: kelahlran “dicatatkan pada Instan51 Pelaksana dltempat

' -texjadmya kelahiran. Pencatatan penstlwa kelaeran dllakukan dengan_ o

memperhatlkan - tempat domisili - 1bunya bagi penduduk WNI dilvar tempat

domisili ibunya bagi penduduk WNI, tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang

Asing, diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing, Orang Asing
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pemegang izin kunjungan, dan anak yang tidak diketahui asal usulnya atau
keberadaan orang tuanya.
Sebagai salah satu sistem pencatatan yang ada pada sebuah negara,
-pencatatan kelahiran bersifat universal pada dasarnya merupakan pengakuan negara
- atas status keperdataan seseorang. Dalam pengertian yang lebih konkrit, pencatatan
kelahiran" memberikan pengakuan hukum dari negara terhadap identitas, silsilah
dan kewarganegaraan seseorang, yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan
kelahiran; yaitu akta kelahiran. Kelahiran merupakan kehadiran anggota keluarga
baru yang harus segera dilaporkan. Kepemilikan Akta Kelahiran merupakan wujud
pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

. Pencatatan kelahiran penduduk Kabupaten Sintang yang tempat domisili
ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan diluar tempat domisili ibunya
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : Surat Keterangan Kelahiran dafi
desa/kelurahan atau dokter/bidan/penolong kelahiran, nama dan identitas saksi
kelahiran, Kepala Keluarga orang tua, Kartu Tanda Penduduk orang tua, dan
Kutipan Akta leah/Akta Perkawinan orang tua. Kelahiran tidak disertai kutipan
akta nikah/akta perkawinan orang tua pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan
dengan orang tua tunggal.

- Berdasarkan uraiaﬁ tcrsebut, uhtu_k menge;tahui jenis dan persyaratan'
pendatat_ap kelahlran péda DmasKependudukan danPencatatanS ipil di K'abppatcn

| Sintarig adalah sebagai Berik;it pad'a'tabél 4.20 di bawah ini.
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Tabel 4.20
Jenis dan Persyaratan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Sintang
No | Jenis Pencatatan Persyaratan Keterangan
Kelahiran
a. Tempat  domisili { a.Surat Kelahiran dari | Dalam hal
N ibunya bagi desa/ kelurahan atau | kelahiran  tidak
~ penduduk  Warga dokter/ bidan disertai  kutipan
Negara Indonesia. |b. Nama dan identitas | akta  nikah/akta
b. Diluar tempat saksi kelahiran. perkawinan orang
domisili ibunya bagi | c. KK dan KTPorang | tua pencatatan
. penduduk  Warga tua. kelahiran  tetap
Negara Indonesia. d. KutipanAkta Nikah | dilaksanakan
/Akta Perkawinan | dengan orang tua
orang tua. tunggal.
a. Tempat domisili [ a. Surat Kelahiran dari | Persyaratan
2 ibunya bagi Desa/dokter/ bidan | pencatatan
penduduk  Orang | b. Kutipan BukuNikah | kelahiran dengan
Asing. Akta  Perkawinan | melampirkan
b. Diluar tempat orang tua. Berita Acara
domisili ibunya | c. KK dan KTP orang | Pemeriksaan dari
bagi penduduk tua bagi pemegnag | Kepolisian.
Orang Asing. Izin Tinggal Tetap.
c. Orang Asing | d. Surat = Keterangan
pemegang Izin Tempat orang tua
Kunjungan. bagi pemegang Izin
A Tinggal Terbatas.
Pencatatan kelahiran anak yang | a. Pemohon  mengisi | Persyaratan
tidak diketahui asal usulnya Formulir surat | pencatatan .
atau keberadan orang tuanya. keterangan Lahiran | kelahiran dengan
b. BA  Pemeriksaan | melampirkan BA
Kepolisian kepada | Pemeriksaan dari
Instansi Pelaksana. | Kepolisian.
c. Pejabat Pencatatan |
Sipil pada Instansi| .
Pelaksana mencatat |
“ dalam Register Akta |
Kelahiran dan| . =
~ menerbitkan
Kutipan- . Akta-
Kelahiran.

2016
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Sebagai salah satu sistem pencatatan yang ada pada sebuah negara,
~ pencatatan kelahiran bersifat universal pada dasarnya merupakan pengakuan negara
atas status keperdataan seseorang. Dalam pengertian yang lebih konkrit, pencatatan

kelahiran" memberikan pengakuan hukum dari negara terhadap identitas, silsilah

dan kewarganegaraan seseorang, yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan

kelahiran, yaitu akta kelahiran. Kelahiran merupakan kehadiran anggota keluarga'

baru yang harus segera dilaporkan. Kepemilikan Akta Kelahiran merupakan wujud
pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa
| kelahiran seseorang. Akta kelahiran menjadi sangat asasi karena menyangkut
| identitas diri dan status kewarganegaraan, karena itu Akta kelahiran menjadi Hak
' Asasi Manusia (HAM) yang menyangkut hak anak yang harus dipenuhi oleh
negara.

Akta kelahiran juga merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan
Konvensi Hak Anak (KHA) dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
! anak. Akta kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan .
| negara atas status keperdataan seseorang. Fungsi Akta kelahiran untuk negara yaitu

mengetahui data anak secara akurat di seluruh Indonesia untuk kepentingan

perencanaan dan guna menyusun data statlstlk negara yang dapat menggambarkan
i o o demograﬁ kecenderungan dan karakterlstlk penduduk serta arah perubahan sosml »
yang terjadi.

Pencatatan kelahiran Orang Asing yang tempat domisili ibunya bagi

penduduk Orang Asing, diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing

serta Orang Asing pemegang Izin Kunjungan dilakukan dengan memenuhi syarat
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berupa : Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran; Kutipan
Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua, KK dan KTP orang tua bagi pemegang
Izin Tinggal Tetap, Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pem'é‘gang Izin
Tinggal Terbatas, dan/atau Paspor bz;gi pemegang Izin Kunjungan. Persyaratan
pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadan orang
tuanya dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
Pencatatan kelahiran penduduk Kabupaten Sintang tempat domisili ibunya
bagi penduduk WNI dilakukan dengan tata cara: penduduk Kabupaten Sintang
mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada petugas registrasi di kantor
desa/kelurahan. Formulir Surat Keterangan Kelahiran ditandatangani oleh
pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. Kepala Desa/ Lurah
berkwewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD
Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran, apabila UPTD
Instansi Pelaksana tidak ada, Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke kecamatan

_untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana.

223 pdf

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana

mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran

dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.

Pencatatan kelahlran penduduk Kabupaten diluar tempat domisili 1bunya' '

':bagl penduduk WNI dllakukan dengan tata cara: penduduk Kabupaten Smtang '

meng1s1 Formullr Surat Keterangan Kelahlran dengan menyerahkan surat
keterangan kelahiran dari Kepala Desa/Lurah atau dokter/bidan/penolong kelahiran

dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Instansi Pelaksana. Pejabat
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Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran

| dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pencatatan kelahiran penduduk orang yang tempat domisili ibunya bagi

penduduk Orang Asing dilakukan dengan tata cara : penduduk Orang Asing

| mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan
K kepada Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana
mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
Pencatatan kelahiran penduduk Orang Asing pemegang Izin Kunjungan dilakukan
dengan tata cara : penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan

| Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan kepada Instansi Pelaksana. Pejabat

Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran
“dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadan

orang tuanya dilakukan dengan tata cara: pelapor/pemohon mengisi Formulir surat
keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian -

kepada' Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana

mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

; Peléyanan pencatatan kelahiran terlambat yaitu pencatataﬁ kelahiran yang
meleb1h1 60 (enam puluh) dapat d1]ayan1 dan dllakukan sesua1 dengan ketentuan

i 'mengenal persyaratan pencatatan kelahlran setelah mendapatkan persetu_]uan |
Kepala Instan51 Pclaksana, Juga dapat dllayam tanpa ada surat penetapan

Pengadilan Negeri, hal ini dikarenakan adanya dispensasi kelahiran terlambat

sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 3 Tahun 2015.
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Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syarat: Surat
pgngantar RT dan RW dan Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong
kelahiran. Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud,
Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati
atas nama Kepala Instansi Pelaksana. Lurah berkewajiban mengisi Surat
Keterangan Lahir Mati kepada petugas pereckaman data kependudukan di
kecamatan.

Sesuai dengan Perda Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 biaya

pembuatan Akta ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.21
‘Biaya Pembuatan Akta Kelahiran Berdasarkan Perda Kabupaten Sintang
Nomor 3 Tahun 2015
No Keterangan Jumlah Biaya
1. | Bagi WNI : :

a. Kelahiran dibawah 60 (enam puluh) hari. Gratis
b. Kelahiran diatas 60 (enam puluh ) hari Rp. 50.000,-
c. Kutipan kedua dan seterusnya Rp. 50.000,-

: Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Smtang,
Januari 2016.

Meskipun akta kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting, namun
masih banyak masyarakat yang enggan mengurusnya secara cepat. Mereka sering
menunda pengurusannya karena malas. bahkan masih ada yang tldak mau
mengurusnya sama sekali. Padahal 1dealnya, pembuatan akta kelahlran dllakukan _

| dalam waktu 60 harl seJak persahnan Dengan demikian setlap kelahlran dllaporkan |
dengan cepat, sehingga mendukung upaya pencatatan kependudukan secara akurat,
sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
Mencermati permasalahan-permasalahan dalam pencatatan kelahiran'

tersebut, maka persoalan-persoalan dalam pencatatan kelahiran bukan semata akta
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kelahiran telah gratis saja, namun lebih jauh dari itu perlu peningkatan kualitas

pelayanan pencatatan kelahiran secara lebih luas meliputi kelembagaan,

ketatalaksanaan, alokasi anggaran, SDM, dan sebagainya. Oleh karena itu
pemberian Akta Kelahiran adalah menjadi tanggungjawab negara dalam hal ini
pemerintah pusat maupun daerah. Jadi Pemerintah, penuhilah hak anak dalam hal

Akta Kelahiran, karena di dalam Akta Kelahiran terdapat Hak Asasi Manusia.

Ruang Lingkup Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pengelolaan SIAK bertujuan:

a. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,

b. menyediakan data dan informasi sleala nasional dan daerah mengenai hasil
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan
mudah diakses,

c. mewujudkan pertukaran-data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal,
dengan tetap menjamin kerahasiaan.

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur: (1) database, (2)

peranékat teknologi informasi dan komunikasi, (3) sumber daya manusia, (4)

pemegang hak akses, (5) lokasi database, (6) pengelolaan Hdatabase, @)

pemelihafaan, pengamanan, pengawasan databdse, serta data cadangan (back-up

data/disaster recovery centre)

Memperhatlkan Jenls database kependudukan pada SIAK (Slstem Informa31.
Admmlstr331 Kependudukan) Kabupaten Slntang sebagalmana dlungkapkan d1
atas, menurut Kepala Bidang Pelayanan Infoxma51 Kependudukan bahwa database
kependudukan pada SIAK (Sistem Informasi_ "Administrasi Kependudukan)

Kabupaten Sintang jika di lihat dari kelengkapan -data yang dapat ditampilkan
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kurang lengkap, hal ini disébabkan karena semua komponen yang ada pada
Formulir Isian Biodata Penduduk WNI (Warga Negara Indonesia) pada saat
dilakukan pencatatan biodata tidak diisi sehingga tidak dapat terekam dalam
database kependudukan, sedangkan jika dilihat dari susunannya, bahwa dazabase
yang ada sudah tersusun secara sistematis dan terstruktur.

Database sebagaimana dimaksud berada di pusat, provinsi dan
kabupaten/kota dengan ruang lingkup sebagai berikut : darabase pada
penyelenggara pusat meliputi database yang bersumber dari seluruh Instansi
Pelaksana dan dari penyelenggara provinsi. Database pada penyelenggara provinsi
bersumber dari penyelenggara kabupaten/kota dan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dan dartabase pada penyelenggara kabupaten/kota berada pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berikut ini kami sajikan jumlah Kepala
Keluargé. (KK) menurut Database Kabupaten Sintang pada Tahun 2015.

Database Kependudukan merupakan kumpulan berbagai jenis data
kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan
satu sama lain dengan m’enggunakan pemngkaf lunak, pefangkat keras dan jaringan
komunikasi da_ta. Database kependu'dukan yang ada pada server SIAK dapat diolah
dan dihasilkan data penduduk menurut klasifikasi-klasifikasinya. Berikut ini kami

sajikan jumlah Kepala Keluarga‘ya'r_)g‘ ada di Kabupaten Sintang
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Tabel 4.22
Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Sintang pada tahun 2015

No. Kecamatan o Jumlah KK
1. Sintang o 22.271
2. Tempunak 8.875
3. Sepauk 14.871
4, Ketungau Hilir 5.683
5. Ketungau Tengah 7.599
6. Ketungau Hulu 5.504
7. Dedai 8.403
8. Kayan Hilir 7.516
9. Kayan Hulu 6.861
10. | Serawai - 7.173
11. | Ambalau 4.027
12. | Kelam Permai 5.035
13. | Sungai Tebelian ' - 9.558
14. | Binjai Hulu " 3.799
Jumlah Per Kabupaten 117.175

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang,
Januari 2016.

Dari Tabel 4.22 diatas jumlah Kepala keluarga di Kabupaten Sintang
sebanyak 117.175 Kepala keluarga. Keg:amatan- Sintang merupakan Kecamatan
'yang paling banyak Kepala keluarganya yaitu 22271 Kepala keluarga, sedangkan
Kecamatan Binjau Hulu adalah Kecamatan yang paling sedikit Kepala keluarga

yaitu 3.799 KK. Dari data tersebut sudah jelas penyebaran penduduk yang tidak

merata pada setlap kecamatan di Kabupaten Sintang.

Penataan Kelembagaan adalah merupakan faktor pendukung yang .
mempengaruhl pelayanan admlmstraSI kependudukan d1 Kabupaten Slntang
Penataan Kelembagaan salah satu bagian dalam Pelayanan Administrasi

Kependudukan yakni diperlukan badan atau organisasi yang melaksanakan

* kebijakan tersebut. Organisasi 'pelaksanav kebijakan didesain dan disusun
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sedemikian rupa sehingga mampu untuk melaksanakan dan mencapai tujuan yang
telah ditetapkan, oleh karena itu dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di
Kabupaten Sintéﬁg' salah satu upaya yang telah ditempuh dengan menata
kelembagaan yaitu melakukan perubahan organisasi perangkat daerah dari Kantor
Kependudukan menjadi organisasi yang lebih luas dengan membentuk Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan jumlah pegawai yang ada sekarang

sebanyak 47 orang dan Tenaga Honorer sebanyak 14 orang.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan ini merupakan instansi pelaksana
dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang telah ditetapkan

dengan Peraturan ‘Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2009 tentang

: ! Susunan Organiéési Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
Pembentukan perangkat daerah ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2006 Pasal 27 ayat (1) “Dalam menyelenggarakan urusan

Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota, dibentuk Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah”.

’ i - Dukungan Stakeholder sebagai sebagai salah satu kelompok sasaran

| l: kebijakan sangat diperlukan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan sebuah
kebijakan publik. Adanya du.kungan. stakeholder akan mempermudahl atau
-memperlancar  Pelayanan Adm1mstra51 Kependudukan. ~B'er-1t.uk d_u};ungaﬁ

" .stdkéhéider_padé-Pélayénép'A&ﬁnin;‘étrasi_ K'e_ep_endudak'aﬁ‘ di Kébupg_ien S'inti-mg'_“ |
baik dari pihak legislatif rr‘1aup>ul_1A pihak gksekutif' dalam hal ini Pemerintah

Kabupaten Sintang. Dukungan secara politis dari pihak legislatif adalah dengan

ditetapkannya produk hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009

-fentang Administrasi Kependudukan yang dijadikan landasan Pelayanan
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Administrasi Kependudukan. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sintang yang
telah menyediakan anggaran.

Faktor Penghambat Kondisi Geografis salah satu faktor yang
mempengaruhi Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah kondisi geografis.

Kondisi geografis Kabupaten Sintang yang sangat luas dan lokasi antara ibu kota

| kabupaten dengan ibukota kecamatan serta ibu kota desa berjauhan dan cukup sulit
P dijangkau menyebabkan p¢layanan administrasi kependudukén menjadi beban
‘ khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil dan daerah perbatasan. Terbatasnya
infrastruktur yang memadai seperti sarana jalan raya dan transportasi yang kurang
memadai bagi masyarakat untuk mencapai tempat pelayanan administrasi
kependudukan. Sehingga alternatif transportasi yang digunakan adalah transportasi
sungai, yang mana cukup besar biaya yang harus dikeluarkan.

Rentang kendali wilayah yang séngat luas, dan sebagian besar penduduk
berada di wilayah pedalaman. Hal ini tentunya mempengaruhi dalam kepemilikan
Dokumen Administrasi Kependudukan. Dari hasil analisis penulis bahwa
i kesédaran penduduk untuk mengurus Dokumen Administrasi Kependudukan masih
e perlu ditingkatkan. |
} Biaya transportasi untuk fnencapai' Ibu kota Kabupatén cukup mahal jika
A 'pemoﬁon datang langsung membawa semua persyaratan yang diperlukan sesuai |

|

|

. ketentuan dan peraturan yang ada, hal ini juga terut mempengaruhi dalam mengurus
i 'dokumén'Adm‘ihi'stvrasi Kependudukan. Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan
l enaudurat S

Pencatatan Sipil juga sudah berupaya untuk mempermudah masyarakat yang ingin

s memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan melalui pelayanan di lapangan

yaitu Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintahg turun
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langsung ke lapangan guna menerima berkas pengajuan permohonan dari

ot masyarakat.

Sumber daya manusia atau personil merupakan sumber yang mempunyai
peranan cukup penting dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan.
Personil ini meliputi tenaga operator komputer dan petugas registrasi. Personil
yang mempunyai tugas langsung dengan Pelayanan Administrasi Kei)éndudukan
! adalah dibidang komputer yakni operator.
| Terbatasnya jumlah operator komputer SIAK yang ada belum mampu
untuk melakukan pelayanan secara maksimal jika dibandingkan dengan jumlah

masyarakat yang harus dilayani. Kemampuan dan keterampilan personil dalam

mengelola SIAK masih terbatas, karena dari 14 orang yang ada hanya 5 (lima)
orang yang pernah mendapatkan pelatihan teknis dasar dibidang pengelolaan
SIAK; Minimnya tenaga yang terlatih sudah barang tentu menjadi penyebab
kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan belum dapat memenuhi
sepenuhnya keinginan masyarakat di Kabupaten Sintang.

Belum tersedianya petugas registrasi di tingkat desa/kelurahé.n seh_ingga
menyebabkan tidak dilaksanakannya pencatafan dan perubahan biqdata pendpduk,
p_encatatan dan pelaporan peristiwa‘_kependudukan sebe_rti perpindahan penduduk
Aantar desa atau kelurahan -dalaﬁ satu kecamafan antar kecamatan dalam satu

- 'kabupaten antar kabupaten dalam satu prop1ns1 atau antar propm51. o

Pelaksanaan pelayanan Pencatatan Slpll yang dllaksanakan oleh Dlnas_

Kependudukan dan Pencatatan Slpll Kabupaten Sintang, tentunya sudah

melibatkan seluruh Aparatur Sipil Negara sebanyak 47 dan Tenaga Honorer

sebanyak 12 orang. Apabila kita bandingkan dengan Sumber daya manusia yang
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ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, tidakiah
~ seimbang dengan jenis pelayanan yang diberikan.

Faktor penghambat yang mempengaruhi juga Pelayaﬁah Administrasi
Kependudukan. di Kabupaten Sintang adalah belum tersedianya komputer SIAK
dan jaringan komunikasi data antara kecamatan dan kabupaten, sehingga
pelayanan administrasi kependudukan khususnya pencatatan biodata penduduk,

~ penerbitan KK, penerbitan KTP tidak bisa dilaksanakan di kecamatan.

Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sintang
untuk menyediakan komputer SIAK di kecamatan dan letak geografis yang berupa
perbukitan dan terpencar sehingga cukup sulit untuk pembangunan jaringan
k-omunikasi data antara kabupaten dan kecamatan. Hal lainnya : dikarenakan
te'rbatasnya sumber daya manusia yang dapat mengelola teknologi informasi dan
komunikasi di kecamatan dan terbatasnya sumber daya listl'ik, yang dapat
digunakan. Sumber daya listrik di beberapa kecamatan listrik hanya ada pada
malam hari, sedangkan pada siang hari tidak dapat dimanfaatkan.

Sérana’ pencatatan dan pelaporan gdministrasi képendudukan merupakan
hal yang cﬁkup penting dalam rangka pelaksanaan Pelayanaﬁ Administrasi
Kependudukan. Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang
keberhas1lan suatu proses upaya yang dilakukan d1 dalam pelayanan pubhk karena'
apablla kedua hal ini t1dak tersedla maka semua keglatan yang dllakukan t1dak akan . . _ |

: dapat mencapa1 hasﬂ yang d1harapkan sesual dengan rencana. Pada tabel dlbawahl |
"ini dicantumkan sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses Pelayanan
Administrasi Kependudukan baik itu bantuan dari Daerah maupun bantuan dari

Pusat.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




1163223 pdf

Tabel 4.23

Jumlah sarana utama dan sarana pendukung dalam Pelayanan Administrasi
Kependudukan

No Jenis Barang Jumlah Barang
1. Server 1 unit
2. | Personal Komputer 11 unit
3. | Printer E -KTP 1 buah
4. | Printer Multi fungsi 1 buah
5. | Printer 9 unit
6. | Kamera Digital 1 unit
7. | Sarana LAN 1 unit
8. | UPS 11 unit
9. Personal Komputer 2 unit
10. | Server 1 paket
11. | UPS Personal Komputer 1 unit
12. | Scanner 1 unit
13. | Instalasi Perangkat 1 unit
14. | Peralatan Sofware SIAK 1 unit
15. | Genset 1 buah
16. | Mesin Finger Print 1 buah
17. | Mesin Iris Scan 6 unit
18. | Mesin Smart Card 3 unit
19. | UPS/Stabilizer 1 unit

Card Reader

License Software

- Database Server

- Aplication Server

- OS Server

- OS Personal Komputer

- Anti virus Server

o Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang,
- Januari 2016. - T S

. Féktor_'lainnya yang mémpehgarUhi Vpelayan‘an administrasi képendudukan
adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya administrasi
kependudukan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa administrasi

kependudukan dan dokumen kependudukan bukanlah merupakan hal yang penting,
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ini terjadi bahwa masyarakat mengajukan pengurusan dan penerbitan dokumen .
kependudukan pada saat diperlukan. Masyarakat masih banyak yang belum
i " mengetahui tentang tata cara dan persyaratan dalam melaksanakan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil, sehingga pada saat harus sesuai dengan prosedur
dan tata cara yang telah di tetapkan, masyarakat merasa dipersulit.

Apabila kita lihat dari tingkat pendidikan masyarakat terutama yang

berdomisili di daerah pedesaan sangat minim. Hal ini sudah barang tentu menjadi
salah satu penyebab kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyaraakat
betapa pentingnya kepemilikan dokumen Administari Kependudukan yang akurat.
: Selain itu banyak masyarakat yang enggan datang langsung dalam
i 'pembuatan dokumen kependudukan, karena dengan pertimbangan biaya
transportasi yang harus dikeluarkan cukuplah mahal, oleh karena itu inasyarakat
- lebih memilih lewat orang lain seperti perangkat desa, .ketua RT, bidan desa dan
petugas lainnya. Sehingga sering terjadi kesalahan data yang disampaikan,
akibatnya dokumen yang diterbitkan harus diperbaiki lagi.

Upaya yang telah diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sintang yaitu dengan mengadakan pelayanan langsung atau jemput
bola, terutama di -kecamatan-kecamatan yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten.
Namun pelayanan Jemput bola belum optlmal dlkarenakan dukungan b1aya darl

v' Pemermtah Daerah belum memada1 apablla d1band1ngkan dengan Jauhnya Jarak |
‘tempuh ke desa—desa terpencll yang akses jalan ma51h sangat susah dilewati.

i
i Pemerintah sesuai dengan Amanat Undang-Undang Republlk Indonesia_>
|

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan seluruh pengurusan

Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan hal ini juga dikuatkan dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




1248223 pdf

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2015 yang mana apabila
tidak terlambat pelaporannya dari peraturan yang berlaku, tidak dikenakan biaya
(gratis), dan apabila bagi yang pelaporannya yang terlambat sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dikenakan denda Administrasi. Dengan demikian
diharapkan keinginan Pemerintah yaitu “Terwujudnya Tertib Administrasi
Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju penduduk Berkualitas Tahun

2017” dapat terwujud.
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian yang telah disampaikan pada bab
P sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa Pelayanan
1 Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sintang belum berkualitas, hal ini disebabkan belum sepenuhnya

‘ mampu memenuhi keinginan masyarakat Kabupaten Sintang, dimana Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang merupakan ujung tombak

pelayanan. Hal tersebut terlihat dari indikator-indikator berikut ini :

.0 1. Bukti langsung (Tangaibles) yang mempunyai indikator-indikator
penampilan, kenyamanan, kedisiplinan, kemudahan dan penggunaan al‘at_
bantu sudah diterapkan. Indikator kenyamanan tempat melakukan pelayanan |
dan indikator kemudahan akses pelanggan dalam permohonan pelayanan
| mendapat respon yang memuaskan, sedangkan indikator penampilah,

kedisiplinan dan penggunaan alat bantu belumlah memuaskan.

N 2. Dayé tanggap (Responsiveness) ketiga indikator ini yaitu, petugas merespon
! | ' setiap permdhonan yang ingin hlendapaikan pelayanan, petugas melakukan
Mo o pelayanan dengan cepat dan 1nd1kator melakukan pelayanan dengan waktu
‘ Lo -‘ _ »I - Ly ; yang tepat dan has1l penelltlan sudah cukup memuaskan bag1 masyarakat

 terbukti tldak ada keluhan dar1 masyarakat. Akan’ tetapl ada indikator

petugas belum merespon semua keluhan pemohon seperti kehabisan stok

blangko KTP Elektronik dan blangko Kartu Keluarga.

122
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Dimensi Keandalan (Reliability) indikator ini yang sudah cukup memuaskan
masyaraakat adalah indikator kecermatan petugas dalam melayani
masyarakat dan indikator sudah memiliki standar pelayanan yang jelas.
Sedangkan kedua indikator lainnya yaitu indikator kemampuan petugas
dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan dan indikator
keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan,
kedua indikator ini belum cukup memuaskan dalam kualitas pelayanan baik
dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Dimensi Jaminan (Assurance) indikator dari Jaminan yaitu petugas
memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan, memberikan jaminan
biaya dalam pelayanan dan memberikan jaminan kepastian biaya dalam
pelayanan, ketiga indikator ini semuanya sudah dilaksanakan dan sudah
cukup memuaskan masyarakat sebagai -pemohon. Akan tetapi indikator dari
jaminan legalitas dalam pelayanan belumlah semuanya memuaskan. Dimensi
jaminan adalah dimensi dari kualitas pelayanan yang bgrkaitan dengan
pengetah;ian dan keramahan petugas pemberi layanan serta kemampuan
mereka untuk inenginspirasi kepercayaan dan kenyamanan bagi petugas

layanan. Aspek ini adalah salah satu dari aspek yang paling diharapkan oleh

_ masyarakat Petugas yang ramah tentunya akan menjadl salah satu faktor

'pendukung bag1 pengguna layanan untuk memberlkan pemlalan yang baik o

atas pelayanan yang dlberlkan
Dimensi Empati (Emphaty) kedua indikator dimensi Empati ini, dari hasil
penelitian kami petugas dalam memberikan pelayanan sudah cukup ramah

dan menghargai setiap pemohon, hanya masih ada kami temui petugas
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diskriminatif dalam pelayanan, yaitu mendahulukan pelayanan terhadap

keluarga dan pejabat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan saran-saran sebagai

berikut :

1.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dalam
mewujudkan dimensi Bukti langsung (7Tangaibles), harus mempefbaiki
indikator penampilan, kedisiplinan dan penggunaan alat bantu. Dari segi
penampilan harusnya para Aparat menggunakan séragam yang baik dan
benar, lengkap dengan papan nama masing-masing, dengan demikian
pemohon mengetahui mana petugas dan mana masyarakat biasa. Begitu juga
dengan disiplin jam masuk mapun pulang harus tepat waktu terutama Aparat
yang Vbertugas diloket pelayanan, harus ditingkatkan lagi sehingga kualitas
pelayanan akan semakin baik dan masyarakat akan semakin puas dengan
pelayanan yang diterimanya.

Daya tanggap Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sintang dalam mewujudkan dimensi Daya tanggap terutama pada

indikator yang belum memuaskan pemohon seperti indikator petugas belum

43223.pdf

melakukan pelayana-n' déngan tepat, dengan cermat dan petugas belum )

merespon semua_keiuhan b_em(_)ho'n héru_slah‘mendapat pé_rha_tian, yang lebih =~ '

baik lagi. Terhadap kehabisan stok blan gko baik itu KTP maupu'n KK, Dinas _

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, seharusnya bisa

memperhitungkan keperluan selama satu tahun berikutnya, dengan demikian

tidak akan terjadi kekurangan blangko bila hal ini di antisipasi terlebih
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dahulu. Dengan demikian pemohon atau masyarakat yang meminta
pelayanan tidak merasa kecewa.

3. Dimensi Keandalan merupakan salah satu dari lima dimensi dalam
mewujudkan suatu pelayanan yang berkualitas. Oleh karena itu semua
indikator harus memuaskan pemohon, tanpa terkecuali dengan indikator
kemampuan petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan
dan indikator keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu dalam proses
pelayanan, kedua indikator ini harus mendapat perhatian yang serius lagi,
baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Untuk mendukung kelancaran
dan kecepatan proses pelayanan maka disarankan, harus mengadakan
penambahan jumlah sarana pendukung seperti komputer, printer, kamera
digital dan UPS Server yang memadai. Pemeliharaan sarana dan prasarana
yang ada secara rutin, sehiﬁgga mutu pelayanan dapat ditingkatkan lagi.
Selain itu dari segi kualitasnya perlu peningkatan SDM melalui
pendidikan/pelatihan atau studi banding. Karena dengan demikian petugas
bisa mendapatkan pengetahuan dari luar dan diharapkan bisa rﬁenérapkan
pelayanan yang bermutu tersebut. |

4.  Dimensi jaminan adalah dimensi dari kualitas pelayar_xan. Aspek ini adalah-

- salaﬁ satu dari aspék yang paling diharapkan'oleh~masyarakat. Petugas'yang )
. ramah tentunya akan men_|ad1 salah satu faktor pendukung bag1 pengguna o
'- layanan untuk memberlkan penllalan yang balk atas pelayanan yang o
diberikan. Jaminan ketepatan waktu hendaknya harus memperhatikan standar
Operasional Prosedur dan begitu juga dengan jaminén kepastian biaya dalam

pelayanan, sebaiknya perlu ditingkatkan lagi sosialisasi terutama mengenai
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‘, » Kependudukan,  baik itu berupa spanduk, plakat, brosur maupun

| pengumuman jangan hanya di Ibu Kota Kabupaten akan tetapi harus sampai
ke Kecamatan bahkan sampai ke pedesaan. Dengan demikian semua
elememen masyarakat dapat mengetahui sehingga mereka tidak tertipu
dengan para calo.

5.  Dimensi Empati (Emphaty) kedua indikator dari dimensi Empati ini, sudah
cukup memuaskan, oleh karena itu haruslah dipertahankan. Sikap ramah dari
petugas akan menimbulkan rasa senang para pemohon dan begitu juga setiap
Aparatur/Petugas harus melayani dan menghargai setiap pemohon dengan

e demikian setiap pemohon akan merasa tertolong sehingga pemohon akan

timbul rasa simpati.
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! ' penerapan Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang denda Administrasi
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DAFTAR LAMPIRAN I

L Wawancara dengan petugas pencetak KTP Elektronik

Wawancara dengan salah seorang informan yang ingin mengurus Akta Keléhiran

129 |
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‘Wawancara dengan salah seorang informan yang akan melaksanakan perekaman E-KTP

l g _ - : Wawancara dcngén Kepala B_idang‘Pencatata,n Sipil 'péda 'D_iria‘s Kep_enduduk_anf '
L ' -~ dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang

i |

N

P
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Wawancara dengan Kepala Seksi Akta Kelahiran

Suasana di loket pendaftaran KTP dan Akta Kelahiran

| .
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